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PEDOMAN TRANSLITERASI
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Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa

Arab ke dalam tulisan

Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa

Arab ke dalam bahasa Indonesia. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam

naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22
Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera
dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic

Tranliterastion), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan
Arab Latin Arab Latin
J a 2 Th
@ B b Zh
<& T ' ¢
& Ts £ Gh
z J < F
z H ] Q
¢ Kh d K
3 D J L
3 Dz p M
J R O N
J 3 w
o S ° H
A Sy s ’
oa Sh ¢ Y
ol DI
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C. Vokal, panjang dan diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan
bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

~

Vokal (a) panjang= A Misalnya  J& Menjadi Qala
Vokal (i) panjang = 1 Misalnya — J# Menjadi Qila

Vokal (u) panjang= 0O Misalnya 03 Menjadi Dina
Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
“1”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’
nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah

fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = 5 Misalnya  J# menjadi  Qawlun

Diftong (ay) = - Misalnya s menjadi  Khayrun

D. Ta’ marb(thah (3)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah
kalimat, tetapi apabila Ta’ marbiithah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 4!l 4l )l menjadi
al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya

4l 4es ) menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (J') ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak
di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan

contoh-contoh berikut ini:
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a. Al-Imém al-Bukhériy mengatakan ...
b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
c. Masyad’ Allah kdna wa ma lam yasya’ lam yakun.
F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesia-kan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan
nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah
terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.
Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat”
ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang
disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa
nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan
cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan

“shalat”.
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ABSTRAK

Aini, Khoirotun, 2016. Asas Dan Bentuk Kerjasama Badan Amil Zakat
Nasional Dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tinjauan Fatwa
DSN-MUI (Studi Di BAZNAS Kota Mojokerto). Skripsi. Jurusan Hukum
Bisnis Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M. Ag.

Kata Kunci: Pembiayaan Usaha Syariah, Akad, Fatwa DSN-MUI.

Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) merupakan kegiatan pembiayaan
kepada pelaku UKM dan IKM oleh PT. BPRS Kota Mojokerto dengan sistem
akad Murabahah yang beban biaya margin, asuransi dan administrasinya
ditanggung oleh BAZNAS Kota Mojokerto dengan menggunakan dana infag.
Pembiayaan ini bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan keadilan sosial, memperbaiki dan / atau meningkatkan taraf hidup
masyarakat di Kota Mojokerto.Penelitian ini dikaji dalam bentuk kerjasama yang
dilakukan antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto
dalam PUSYAR menurut tinjauan hukum Islam karena PUSYAR ini harus sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah.

Bagaimana praktik pembiayaan usaha syariah yang dilakukan antara
BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto ini apakah telah
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam Kitab Figih Muamalah
dan Fatwa DSN-MUI. Dalam penelitian ini lebih menekankan pada asas dan akad
yang digunakan dalam perjanjian kerjasama antara BAZNAS Kota Mojokerto
dengan PT. BPRS Kota Mojokerto.

Untuk menjawab rumusan masalah digunakan jenis penelitian yuridis
empiris, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data
primer dan data sekunder yang bertujuan untuk melengkapi informasi yang
dikumpulkan melalui wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya
dilakukan analisis data melalui proses edit (editing), mengklasifikasikan bahan-
bahan yang tersedia (classifying), verifikasi data (verifying), analisis data
(analyzing), terakhir menarik kesimpulan (concluding).

Ada tiga temuan dalam penelitian ini, Pertama, terdapat empat asas yang
menjadi pilar berdirinya kerjasama ini yaitu : asas itikad baik, asas saling percaya,
asas sederajat, dan asas saling menguntungkan. Kedua dalam hal praktek
PUSYAR di Kota Mojokerto. PUSYAR hanya diberikan kepada calon peserta
yang sesuai prosedur yaitu, peserta mengajukan bantuan, berkas diserahkan
kepada BAZNAS, PT.BPRS mencairkan dana. Ketiga, dalam pandangan hukum
islam akad perjanjian kerjasama antara BAZNAS dengan PT.BPRS sesuai dengan
hukum islam vyaitu, akad ju’'aldh karena sesuai dengan syarat ucapan yang
digunakan, dan pemberian hadiah dalam ju’aldh. Akad hawélah al-muthlagah
sesuai dengan syarat, rukun, dan pemindahan hutang dalam hawalah al-
muthlagah.. Namun tidak ada akad secara tertulis dalam perjanjian kerjasama.
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ABSTRACT

Aini, Khoirotun, 2016. The Principle And The Type Of Cooperation Between
Badan Amil Zakat Nasional And Public Finance Bank Sharia Viewed By
Fatwa DSN-MUI (Study Case BAZNAS In Kota Mojokerto) Thesis, Sharia
Business Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State
Islamic University of Malang. Advisor: Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH.,
M.Ag.

Key Words: Funding of Sharia Trading, Contract, Fatwa DSN-MUI

The Funding of Sharia Trading (PUSYAR) is a funding to the agents of
UKM and IKM financed by PT. BPRS kota Mojokerto using contract system of
Murabahah, in which his margin cost, ansurance, and adiminstration are financed
by BAZNAS kota Mojokerto utilizing infaq donation. This funding intents to
realize and rise prosperity and justice in society. It also aims to recover and rise
the life standard in kota Mojokerto. This reseacrh discusses types of cooperation
implemented between BAZNAS kota Mojokerto and PT. PBRS kota Mojokerto
included on PUSYAR viewed by Islamic Law in which PUSYAR must has
accordance with the principles of Sharia.

The topic is that was the Funding of Sharia Trading implemented
between BAZNAS kota Mojokerto and PT. PBRS kota Mojokerto included on
PUSYAR in line with the principles written in books of figh muamalah and Fatwa
DSN MUI? This research focuses on principle and contarct used in a cooperation
between BAZNAS kota Mojokerto and PT. PBRS kota Mojokerto.

The type of research is juridical-empirical with qualitative approach in
which it is intended to answer the statement of problem. The data sources are
primary data and secondary data which aims to complete information collected
through interviews. To analyze data, the reseracher uses steps: editing,
classifying, verifying, analyzing, and concluding.

The are three results obtained of this research. First, the four principles
which are pillar of creating cooparation: the principle of good convitcion, mutual
trust, mutual benefit, and degress. Second, PUSYAR is only provided to agents
fullfiling the procedures: submitting the assist, then submitting the bundle to
BAZNAS, accepting donation from PT. BPRS. Third, the cooperation contract
between BAZNAS and PT. BPRS is in line with Islamic Law. It can be
categorized in three types of contratcs : ju'alah, and hawalah al-muthlagah, but
there is no written convenant.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain.
Pada hakekatnya, manusia selalu berinteraksi dengan manusia yang lain dan
bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Kegiatan bermuamalah dengan
pihak lain merupakan pola masyarakat untuk mempertahankan hidup dan
memenuhi  kebutuhan sehari-hari baik sandang, pangan dan papan.
Ketergantungan satu pihak dengan pihak yang lain, memunculkan sebuah usaha
kerjasama agar dapat mewujudkan kemauan dan keinginannya dalam pemenuhan
kebutuhan hidup. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surat al-

Maidah ayat 2:

a1 Akl o1 Oy b 152815 0193815 £ B 14555 Y5 s3a1g W e 1535155
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Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." ”

Manusia senantiasa membangun relasi sosial dengan sesamanya. Relasi ini
memiliki bentuk yang variatif, misalnya kerjasama baik kerjasama di bidang
sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya guna memenuhi kebutuhan
hidupnya. Di era globalisasi dan berkembangnya teknologi ditengah persaingan
bisnis di masyarakat, timbullah kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat. Baik
kerjasama antar individu, individu dengan lembaga maupun lembaga dengan
lembaga. Hubungan kerjasama yang dilakukan ini terkait dengan kerjasama
ekonomi.

Perekonomian di Indonesia berkembang pesat. Namun, kemiskinan masih
tetap ada. Berbagai cara dilakukan Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan,
diantaranya Pemerintah mendirikan lembaga-lembaga perekonomian yang
membantu masyarakat menengah ke bawah, yaitu Lembaga Pembiayaan.
Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan
dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.? Seperti yang dilakukan oleh
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto merupakan lembaga
keuangan yang lingkup usahanya bergerak pada penghimpunan dana, penyaluran
dana dan fungsi sosial. Dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka

9 Tentang Perbankan Syariah juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan

' QS. al-Maidah (5):2
2 peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
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Badan Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam penyaluran dana, transaksi
murabahah merupakan salah satu skim pembiayaan yang banyak digunakan oleh
lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya. Sehingga
pada tahun 2012 dengan dorongan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota
Mojokerto, PT. BPRS Kota Mojokerto meluncurkan produk baru dengan akad
murabahah. Produk murabahah yang ditawarkan di Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Kota Mojokerto tidak jauh berbeda dengan Produk murabahah di
perbankan syariah pada umumnya.

Produk ini disebut Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR). Produk yang
masih bersifat aktual ini merupakan inisiatif dari Ketua Badan Amil Zakat
Nasional Kota Mojokerto dalam meningkatkan taraf hidup warga Kota Mojokerto.
Pembiayaan Usaha Syariah merupakan Kegiatan pembiayaan kepada pelaku
UKM dan IKM oleh PT. BPR Syariah Kota Mojokerto dengan sistem akad
murabahah yang beban biaya Margin, Asuransi dan Administrasinya ditanggung
oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dengan menggunakan dana
infaq.

Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga sosial yang bergerak dalam
pengelolaan dana zakat, infag, dan shodagah menggandeng PT. BPR Syariah Kota
Mojokerto untuk mendirikan Program Pembiayaan Usaha Syariah karena sebagai
wujud pengaplikasian dari dana infaq dan shodagah. Sebagaimana yang tertera
dalam pasal 20 BAB VII Peraturan Daerah Kota Mojokerto No.3 Tahun 2010,

bahwa sasaran pendayagunaan infag dan shodagah adalah untuk kesejahteraan
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umum dengan prioritas utama untuk pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa melalui
usaha yang produktif. ®

Selain itu, dasar pertimbangan didirikannya Pembiayaan Usaha Syariah
adalah munculnya ratusan bank titil yang ilegal. Lembaga ini bergerak bebas
menggurita dan menghimpit pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil dengan pola
managemen semi rentenir, dan dengan mengabadikan pinjaman pokok dan terus
menerus mengambil anak pinjaman. Tetapi, masih banyak masyarakat Muslim di
Kota Mojokerto yang melakukan pembiayaan dengan menggunakan dana dari
para rentenir.

Mayoritas penduduk di Kota Mojokerto merupakan umat Muslim. Namun
demikian bukan berarti  Progam Pembiayaan Usaha Syariah ini hanya
diperuntukkan bagi masyarakat Muslim saja, akan tetapi pembiayaan yang
berbasis syariah ini diperuntukkan pula bagi masyarakat non muslim di Kota
Mojokerto. Sebagaimana tujuan dari adanya program pembiayaan usaha syariah
ini adalah untuk meminimalisir riba yang telah menggurita di Kota Mojokerto
serta dapat meningkatkan pendapatan warga Kota Mojokerto khususnya para
pelaku UKM maupun IKM. Sehingga, tingkat kemiskinan di Kota Mojokerto
semakin berkurang dan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembiayaan
di perbankan syariah.

Kerjasama yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dengan
PT.BPRS Kota Mojokerto tidak terlepas dari akad (perjanjian). Akad merupakan

keterkaitan antara keinginan/statement kedua pihak yang dibenarkan oleh syara’

* Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010 Tentang Pendayagunaan dan Pelaporan ZIS
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dan menimbulkan implikasi hukum tertentu.* Semua transaksi yang dilakukan
oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan
kehendak syari’at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain,
transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan membunuh
seseorang.’

Program Pembiayaan Usaha Syariah ini dilaksanakan dengan
menggunakan dua akad. Akad murdbahah yang dilakukan antara PT.BPRS
dengan peserta Pembiayaan Usaha Syariah (pelaku UKM dan IKM). Akad ini
telah dijelaskan dalam Perjanjian Kerjasama antara Badan Amil Zakat Nasional
dengan PT.BPRS Kota Mojokerto. Akan tetapi, akad kerjasama yang digunakan
antara Badan Amil Zakat Nasional dengan PT.BPRS Kota Mojokerto belum
dijelaskan baik dalam MoU maupun Perjanjian Kerjasama. Sehingga timbul
ketidakjelasan jenis akad yang digunakan.

Berdasarkan uraian di atas, sangat urgen untuk segera dilakukan penelitian
dengan judul Asas dan Bentuk Kerjasama Badan Amil Zakat Nasional dengan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tinjauan Fatwa DSN-MUI (Studi Di
BAZNAS Kota Mojokerto).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian ada tiga rumusan masalah yang perlu dikaji .

1. Bagaimana asas kerjasama antara Badan Amil Zakat Nasional Kota

Mojokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto dalam

Pembiayaan Usaha Syariah?

* Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),h. 48
> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figh Muamalat), (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2003), h. 101
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Bagaimana mekanisme dalam Pembiayaan Usaha Syariah antara Badan
Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Kota Mojokerto?

Bagaimana akad perjanjian kerjasama dalam Pembiayaan Usaha Syariah
antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dan Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah Kota Mojokerto tinjauan Fatwa DSN-MUI?

Tujuan

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan adalah :

Untuk mengetahui asas kerjasama Badan Amil Zakat Nasional Kota
Mojokerto dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto
dalam Pembiayaan Usaha Syariah di Kota Mojokerto.

Untuk mengetahui mekanisme dalam Pembiayaan Usaha Syariah Badan
Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dengan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Kota Mojokerto.

Untuk mengetahui akad perjanjian kerjasama dalam Pembiayaan Usaha
Syariah antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dengan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto ditinjau dari Fatwa DSN-
MUI.

Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
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Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi
para Pemerintah Indonesia untuk menambah wawasan dalam pemahaman
terkait produk-produk pembiayaan syariah terutama pada kerjasama.
Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi
untuk meningkatkan perekonomian masyarakat menengah khususnya
dalam bidang pengembangan UKM dan IKM dengan melakukan
kerjasama antar lembaga keuangan di setiap daerah. Dalam hal ini
kerjasama dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Badan Amil
Zakat Nasional, dalam Pembiayaan Usaha Syariah di Kota Mojokerto.
Selain itu juga memberikan kontribusi bagi pelaku usaha dalam upaya
mengembangkan UKM dan IKM dengan mengikuti program kerjasama
yang diselenggarakan pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah. Serta diharapkan menjadi acuan Pemerintah Daerah di seluruh
wilayah Indonesia dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat melalui
kerjasama yang diselenggarakan pemerintah setempat.
Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam sub ini diuraikan

makna konsep-konsep dasar yang digunakan dalam penelitian ini.
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1. Asas Kerjasama
Asas merupakan nilai-nilai dasar (al-giyam al-asasiyah) yang
menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbuatan.® Sedangkan
kerjasama merupakan segala aktifitas yang bertujuan untuk
mendapatkan keuntungan bersama antar pihak terkait.” Sehingga asas
kerjasama dalam hal ini merupakan dasar pertimbangan para pihak
untuk melakukan suatu bentuk kegiatan dengan tujuan mendapatkan
keuntungan bersama dari para pihak.
2. Fatwa DSN-MUI
Fatwa merupakan pandangan ulama dalam menetapkan hukum
islam tentang suatu peristiwa yang memerlukan ketetapan hukum.®
Sedangkan DSN-MUI merupakan lembaga yang dibentuk oleh MUI
yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani
masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang
berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun
lainnya. Sehingga Fatwa DSN-MUI merupakan ketetapan hukum
islam tentang suatu peristiwa yang dikeluarkan oleh suatu lembaga
yang dibentuk MUI.
F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab.

® Burhanuddin S,Hukum Kontrak Syariah,(Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009),h. 41

” Lepank,”Pengertian Kerjasama Menurut Para Ahli”,http://www.lepank.com/2015/08/pengertian-
kerja-sama-menurut-ahli/,diakses tanggal 25 Januari 2016.

® Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Ul-Press, 2011), h. 90



http://www.lepank.com/2015/08/pengertian-kerja-sama-menurut-ahli/
http://www.lepank.com/2015/08/pengertian-kerja-sama-menurut-ahli/

Bab |

Bab Il
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: Pendahuluan

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah
menggambarkan permasalahan yang diteliti dan proses
sistematika berpikir peneliti terhadap bentuk kerjasama dalam
Islam serta memberikan landasan berpikir tentang pentingnya
penelitian ini. Kemudian rumusan masalah mengenai spesifikasi
mengenai penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari adanya
penelitian serta manfaat penelitian dapat memberikan kontribusi
bagi khazanah ilmu pemgetahuan khususnya bagi peneliti

maupun masyarakat pada umumnya.

: Kajian Pustaka

Pada bab ini berisikan penelitian terdahulu dan kerangka teori.
Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah
dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang
sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau
skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kerangka teori atau
landasan teori berisi konsep-konsep dasar yang berhubungan
dengan teori dari materi pembahasan, meliputi asas-asas dalam
landasan perjanjian kerjasama, Akad Ju 'alah, dan Akad Hawalah

Mutlagah.
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: Metode Penelitian

Pada bab ini dipaparkan metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini, meliputi Lokasi Penelitian merupakan objek
penelitian, Jenis Penelitian merupakan metode yang digunakan
dalam melakukan penelitian, Pendekatan Penelitian digunakan
untuk mempermudah dalam mengelola data sesuai dengan
penelitian yang dilakukan, Sumber Data dan Jenis Data berisi
macam-macam data yang digunakan dalam penelitian, Metode
Pengumpulan Data adalah cara mendapatkan data dalam
penelitian dan Metode Analisis Data merupakan cara mengelola
data yang telah diperoleh dalam penelitian.

: Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini menyajikan data-
data yang telah diperoleh melalui wawancara dan dokumen yang
terkait dengan Perjanjian Kerjasama antara BAZNAS Kota
Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto, yang kemudian
dilakukan analisis data sehingga didapat jawaban dari

permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

: Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari teori dan hasil penelitian
di lapangan serta saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat
dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Sementara, bagian

saran memberikan solusi kepada objek penelitian dan solusi untuk
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pembaca dalam mengembangkan penelitian yang masih dalam

satu tema.
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BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
a. Skripsi oleh Abu Nur Khanifah Sidiq, 2008, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta “ Tingkat Keuntungan Anggota
BMT Pada Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah (Studi
pada BMT Multazam Yogyakarta)” dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan
Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah yang menjadi alat perbandingan
ini menunjukkan tingkat keuntungan yang dihasilkan pada masing-masing

pembiayaan tersebut. Dalam penelitian ini anggota pembiayaan
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musyarakah jauh lebih unggul tingkat pendapatan, keuntungan dan modal
dibandingkan dengan pembiayaan Murabahah.® Persamaan dengan
penelitian peneliti lakukan adalah pada pembiayaan Murdbahah dan
merupakan studi empiris. Sedangkan perbedaan dengan penelitian peneliti
lakukan adalah dalam penelitian saya pembiayaan Murabahah dilakukan
pada PT.BPRS, dengan lebih mengacu pada aspek dari kerjasama
PT.BPRS dengan BAZNAS dalam pembiayaan Murabahah.

b. Skripsi oleh Efi Mafidatul llmiah, 2014, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung ‘“Pengaruh
Persepsi Nasabah Tentang Konsep Pembiayaan Murabahah dan Aspek
Pendidikan Terhadap Motivasi Berwirausaha pada BMT Sahara’dapat
disimpulkan bahwa persepsi nasabah tentang pembiayaan Murabahah dan
aspek pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap motivasi
berwirausaha nasabah dengan pemikiran yang matang sesuai dengan
tambahan ilmu yang diperoleh.’® Penelitian ini sama dengan penelitian
peneliti lakukan yakni pada pembiayaan Murabahah dengan studi empiris.
Adapun, perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah
pembiayaan Murabahah dengan konsep kerjasama menitikberatkan pada

aspek akad kerjasama yang dilakukan antara PT. BPRS dengan BAZNAS.

% Abu Nur Khanifah Sidig, “ Tingkat Keuntungan Anggota BMT Pada Pembiayaan Murabahah
dan Pembiayaan Musyarakah (Studi pada BMT Multazam Yogyakarta),”Skripsi Sarjana
(‘Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008),h. 76

0 Efi Mafidatul IImiah, “Pengaruh Persepsi Nasabah Tentang Konsep Pembiayaan Murabahah
dan Aspek Pendidikan Terhadap Motivasi Berwirausaha pada BMT Sahara, ”Skripsi Sarjana
(Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri, 2014),h. 123
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Selain itu, dalam penelitian ini lebih menekankan pada aspek hukum
Islam.

Skripsi oleh Moh.Ulin Nuha, 2008, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam
Negeri Walisongo Semarang “ Analisis Hukum Islam Terhadap
Implementasi Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah Dalam Satu
Transaksi Di BPR Syariah Asad Alif Sukorejo Kendal” bahwa dalam
penelitian ini implementasi pembiayaan Murabahah dan wakalah dalam
satu transaksi dikatakan sebagai akad pinjaman atau hutang kepada
nasabah, untuk membantu nasabah menutup kekurangan atas modal awal
yang dimiliki nasabah untuk membeli barang pada supplier.** Persamaan
dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada pembiayaan
Murabahah studi empiris dan menggunakan tinjauan Hukum Islam.
Adapun perbedaannya adalah pada akad yang diteliti merupakan akad
kerjasama antara PT.BPRS dengan BAZNAS dalam pembiayaan
Murabahah.

Table 1 :Persamaan dan Perbedaan PenelitianTerdahulu

No

Nama/Jurusan/ Judul Objek Objek

Fakultas/PT/Tahun Formil Materil

2 3 4 5

Abu Nur Khanifah

Sidig/ Jurusan
Muamalah/ Fakultas
Syariah/ Universitas
Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta/
2008

Tingkat Keuntungan
Anggota BMT Pada
Pembiayaan
Murabahah dan
Pembiayaan
Musyarakah (Studi
pada BMT Multazam
Yogyakar ta)

Pembiayaan
Murabahah
dan studi
empiris

Pembiayaan
Murabahah
dengan
kerjasama
antara
BAZNAS
dengan
BPRS

' Moh. Ulin Nuha, “ Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Murabahah
Dengan Wakalah Dalam Satu Transaksi Di BPR Syariah Asad Alif Sukorejo Kendal,” Skripsi
Sarjana (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008),h. 72




32

2 3 4 5
Efi Mafidatul llmiah/ Pengaruh Persepsi Pembiayaan | Akad
Jurusan Perbankan Nasabah Tentang Murabahah | kerjasama
Syariah/ Fakultas Konsep Pembiayaan dan studi antara
Ekonomi dan Bisnis Murabahah dan Aspek | empiris BAZNAS
Islam/ Institut Agama | Pendidikan Terhadap dengan PT.
Islam Negeri (IAIN) Motivasi Berwirausaha BPRS
Tulungaggung/ 2014 pada BMT Sahara dalam
tinjauan
Hukum
Islam
Moh. Ulin Nuha/ Analisis Hukum Islam | Pembiayaan | Akad
Jurusan Mu’amalah/ Terhadap Murabahah, | kerjasama
Fakultas Syariah/ Implementasi studi antara
Institut Agama Islam Pembiayaan empiris, dan | BAZNAS
Negeri Walisongo Muréabahah Dengan tinjauan dengan PT.
Semarang / 2008 Wakalah Dalam Satu Hukum BPRS
Transaksi Di BPR Islam
Syariah Asad Alif
Sukorejo Kendal
Khoirotun Aini/ Asas dan Bentuk Pembiayaan | Kerjasama
Jurusan Hukum Bisnis | Kerjasama antara Murabahah | antara
Syariah/ Fakultas Badan Amil Zakat dan studi BAZNAS
Syariah/ Universitas Nasional dengan Bank | empiris dan PT.
Islam Negeri Maulana | Perkreditan Rakyat BPRS
Malik Ibrahim Malang/ | Syariah Tinjauan dalam
2016 Hukum Islam (Studi di pembiayaan
PT. BPRS Kota Murébahah
Mojokerto) dalam
tinjauan
hukum
Islam

B. Kajian Pustaka

Pada sub ini diuraikan konsep dan teori yang relevan dan dijadikan

alat analisis. Secara umum ada empat topik dalam sub ini. Pertama, asas-

asas dalam kerjasama. Kedua konsep tentang Akad Ju 'alah. Ketiga konsep

tentang Akad Hawalah.
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1) Asas — Asas dalam Kerjasama

Menurut bahasa asas berasal dari Bahasa Arab asasun, artinya
dasar, basis, pondasi. Menurut istilah asas nilai-nilai dasar (al-giyam al-
asasiyyah) yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan
perbuatan.* Jika dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud
dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Jika asas
dihubungkan dengan hukum , yaitu Kebenaran yang digunakan sebagai
tumpuan berfikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan

pelaksanaan hukum.*®

1. Asas Ibadah ( Asas Diniatkan Ibadah)
Hakekat kehidupan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah
(QS. Adz-Dzariyat : 56). Dengan demikian adanya keyakinan
terhadap unsur ketuhanan dalam aspek Ibadah, merupakan hal yang
prinsip dalam Islam. Bentuk keyakinan ini harus diwujudkan melalui
amalan niat (agidah) sebelum memuali perbuatan. Disamping
agidah, suatu perbuatan akan bernilai ibadah apabila sesuai dengan
hukum syara’ yang telah ditetapkan. Keberadaan asas inilah yang
menjadi perbedaan mendasar antara hukum kontrak syariah dengan

hukum kontrak lainnya.**

12 Byrhanuddin S,Hukum Kontrak Syariah,(Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009),h. 41

3 Muhammad Daud Ali,Hukum Islam:Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di
Indonesia,(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006),h. 126-127

“ Burhanuddin S, Hukum Bisnis Syariah, (Yogyakarta: Ull Press, 2011),h. 89
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2. Asas Kebolehan atau Mubah
Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan
perdata, sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh Al-Qur’an dan
As-Sunnah. Dengan demikian, pada dasarnya segala bentuk
hubungan perdata boleh dilakukan, selama tidak ditentukan lain
dalam Al Qur’an dan As-Sunnah. Ini berarti bahwa Islam membuka
pintu selebar-lebarnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan
untuk mengembangkan dan menciptakan bentuk dan macam
hubungan baru, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan
masyarakat.

3. Asas Kebajikan (Kebaikan)
Asas ini mengandung arti bahwa setiap hubungan perdata
seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah
pihak dan pihak ketiga dalam masyarakat. Kebajikan yang akan
diperoleh seseorang harus didasarkan pada kesadaran pengembangan
kebaikan dalam rangka kekeluargaaan.®

4. Asas Hurriyyah at-Ta 'aqud (Asas Kebebasan Berkontrak)
Merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak. Masing-masing
pihak yang telah mencapai tujuan akad mempunyai kebebasan untuk
mengadakan penyusunan kontrak (freedom of making contract).
Ruang lingkup kebebasan berkontrak dapat berupa kebebasan : (1)

menentukan objek perjanjian, (2) mengajukan syarat-syarat dalam

> Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 7-8
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merumuskan hak dan kewajiban, dan (3) menentukan cara
penyelesaian apabila terjadi perselisihan / sengketa. *°

5. Asas Al-Amanah (Asas Kepercayaan)
Asas amanah merupakan bentuk kepercayaan yang timbul karena
adanya itikad baik dari masing-masing pihak untuk mengadakan
akad. Maksud amanah disini dapat diartikan sebagai kepercayaan
kepada pihak lain untuk menjalin kerjasama. Asas kepercayaan dapat
berlaku baik dalam akad yang bersifat tijarah maupun tabarru’*’

6. Asas Kekeluargaan atau Asas Kebersamaan yang Sederajat
Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat adalah
hubungan perdata yang disandarkan pada sikap saling menghormati,
mengasihi, dan tolong-menolong dalam mencapai tujuan bersama.
Asas ini menunjukkan suatu hubungan perdata antara para pihak
yang menganggap diri masing-masing sebagai anggota keluarga,
meskipun pada hakikatnya bukan keluarga. *®

7. Asas Adil dan Berimbang
Asas keadilan mengandung makana bahwa hubungan perdata tidak
boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan

kesempatan pada waktu pihak lain sedang berada dalam kesempitan.

Asas ini juga mengandung arti bahwa hasil yang diperoleh harus

16 Burhanuddin S, Hukum Kontrak ..., h. 45
Y Burhanuddin S, Hukum Bisnis Syariah,..., h.92
8 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, ..., h. 8
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berimbang dengan usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh
seseorang.™®

8. Asas Al-Ridha (Asas Keridhaan)
Segala traksaksi yang dilakukan harus berdasarkan keridhaan
diantara masing-masing pihak. Segala kontrak perjanjian hendaklah
mendasarkan pada asas keridhaan. Dengan demikian, maka suatu
kontrak perjanjian masuk dalam kategori batil.?°

9. Asas Maslahah (Asas Kemaslahatan)
Pada hakekatnya, tujuan mengadakan akad ialah untuk mencapai
kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Pengertian maslahat dalam
Islam meliputi dimensi kehidupan dunia dan akhirat.?

10. Asas Al-Kitabah (Asas Tertulis)
Kontrak merupakan perjanjian / perikatan yang dibuat secara tertulis.
Namun perlu dipahami bahwa dalam Islam asas tertulis tidak hanya
berlaku dalam hukum kontrak, melainkan juga berlaku pada semua
akad mumalah yang dilakukan tidak secara tunai (utang).

11. Asas Ash-Shiddig (Asas Kejujuran)
Kejujuran merupakan hal yang prinsip bagi manusia dalam segala
bidang kehidupan, termasuk dalam penyususnan kontrak muamalah.
Jika kejujuran tidak diamalkan dalam penyusunan kontrak, maka

alan merusak keridhaan (‘wyub al-ridha). Disamping itu,

9 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, ..., h. 9
?° Burhanuddin S, Hukum Bisnis Syariah, ... ,h. 93
2! Burhanuddin S, Hukum Kontrak ..., h.46
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ketidakjujuran dalam penyusunan kontrak akan berakibat
perselisihan diantara para pihak.*?
12. Asas Kemampuan Berbuat atau Bertindak
Pada dasarnya setiap manusia dapat menjadi subjek hukum dalam
setiap hubungan perdata, jika memenuhi syarat untuk melakukan
tindakan hukum. Dalam hukum Islam, manusia yang dipandang
mampu berbuat atau bertindak melakukan hubungan perdata adalah
orang yang mukallaf, yaitu orang yang mampu memikul kewajiban
dan hak, sehat ruhani dan jasmani. Hubungan perdata yang dibuat
oleh orang yang tidak mampu memikul kewajiban dan hak yang
dianggap melanggar asas ini.oleh karena itu, hubungan perdatanya
batal, karena dipandang bertentangan dengan salah satu asas hukum
Islam.?®
13. Asas Itikad Baik
Asas itikad baik muncul dari pribadi seseorang sebagaimana apa
yang telah diniatkannya. Dalam pandangan Islam, niat merupakan
prinsip mendasar terkait dengan unsur kepercayaan (agidah)
sebelum melakukan suatu amal perbuatan.?
2)  Akad Ju’alih
a. Pengertian
Akad Ju’aldh identik dengan sayembara yakni menawarkan sebuah

pekerjaan yang belum pasti dapat diselesaikan. Jika seseorang mampu

?2 Burhanuddin S, Hukum Bisnis Syariah,..., h. 93
2 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, ... h. 9-10
24 Burhanuddin S, Hukum Kontrak ..., h. 47
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menyelesaikannya, maka ia berhak mendapatkan upah atau hadiah. Dalam
referensi lain disebutkan bahwa Ju’aldh sama dengan ji’dlah yang yang

memiliki arti janji hadiah atau upah.?

Secara Harfiah, Ju 'aldh bermakna sesuatu yang dibebankan kepada
orang lain untuk dikerjakan, atau perintah yang dimandatkan kepada
seseorang untuk dijalankan. Menurut ahli hukum (ganun) Ju'aldh
diartikan dengan hadiah yang dijanjikan ketika seseorang berhasil

melakukan sebuah pekerjaan.

Secara istilah, menurut Madzhab Maliki, Ju ‘alah adalah suatu upah
yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat
dilaksanakan oleh seseorang. Madzhab Syafi’i mendefinisikan Ju'aldh
adalah Seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu
memberikan jasa tertentu kepadanya. Definisi Madzhab Maliki
menekankan segi ketidakpastian, berhasilnya perbuatan yang diharapkan.
Sedangkan definisi Madzhab Syafi’i menekankan segi ketidakpastian

orang yang melaksanakan pekerjaan yang diharapkan.?®

Meskipun Ju’alah berbentuk upah atau hadiah sebagaimana
ditegaskan oleh Ibnu Qudamah (Ulama Madzhab Hambali), ia dapat

dibedakan dengan ljarah (transaksi upah) gari lima segi :

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figh Muamalat), (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2003), h.265
% M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi ..., h.265



39

1. Pada Ju'aldh upah atau hadiah yang dijanjikan, hanyalah diterima
yang menyatakan sanggup mewujudkan apa yang menjadi obyek
pekerjaan tersebut, jika pekerjaan itu telah mewujudkan hasil dengan
sempurna. Sedangkan pada ljarah, orang yang melaksanakan
pekerjaan tersebut berhak menerima upah sesuai dengan ukuran atau
kadar prestasi yang diberikannya, meskipun pekerjaan itu belum
selesai dikerjakan, atau upahnya dapat ditentukan sebelumnya, apakah
harian atau mingguan, tengah bulanan atau bulanan sebagaimana yang
berlaku dalam suatu masyarakat.

2. Pada Ju'aldh terdapat unsur gharar, yaitu penipuan (spekulasi) atau
untung-untungan karena di dalamnya terdapat ketidaktegasan dari segi
batas waktu penyelesaian pekerjaan atau cara dan bentuk pekerjaan
atau cara kerjanya disebutkan secara tegas dalam akad (perjanjian)
atau harus dikerjakan sesuai dengan obyek perjanjian. Dengan kata
lain dapat dikatakan, bahwa dalam Jualdh yang dipentingkan adalah
keberhasilan pekerjaan, bukan batas waktu atau cara mengerjakannya.

3. Pada Ju’alah tidak dibenarkan memberikan upah atau hadiah sebelum
pekerjaan dan mewujudkannya. Sedangkan dalam ljarah, dibenarkan
memberikan upah terlebih dahulu, baik keseluruhan maupun sebagian,
sesuai dengan kesepakatan bersama asal saja yang memberi upah itu

percaya.?’

" M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi ..., h.266-267
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4. Tindakan hukum yang dilakukan dalam Ju’aldh bersifat suka rela,
sehingga apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan, selama pekerjaan
belum dimulai, tanpa menimbulkan akibat hukum. Apa lagi tawaran
yang dilakukan bersifat umum seperti mengiklankan di surat kabar.
Sedangkan dalam Akad ljarah, terjadi transaksi yang bersifat
mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian kerja. Jika
perjanjian itu dibatalkan, maka tindakan itu akan menimbulkan akibat
hukum bagi pihak bersangkutan. Biasanya sanksinya disebutkan
dalam perjanjian (akad).

5. Dari segi ruang lingkupnya Madzhab Maliki menetapkan kaidah,
bahwa semua yang dibenarkan menjadi objek akad dalam transaksi
Ju’alah, boleh juga menjadi obyek dalam transaksi ijarah. Namun,
tidak semua yang dibenarkan pula menjadi obyek dalam transaksi
ji'aldh. Dengan demikian, ruang lingkup ijaréh lebih luas dari pada
ruang lingkup ji‘aldh.”®

Seperti halnya seorang dokter yang mampu menyembuhkan sebuah
penyakit, atau seorang ulama yang bisa membuat seseorang hafal al-

Qur’an. Ulama fiqih klasik mencontohkan dengan, barang siapa bisa

menemukan kuda tunggangan atau budaknya yang hilang, maka ia berhak

mendapatkan hadiah.?®

28 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi ..., h.267
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),h. 165-

166
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b. Dasar Hukum
Menurut Madzhab Hanafi, akad Ju’alah tidak diperbolehkan,
karena mengandung unsur gharar di dalamnya. Yakni ketidakjelasan atas
pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini ketika dianalogkan
(giyas) dengan akad ijarah yang mensyaratkan adanya kejelasan atas
pekerjaan, upah dan jangka waktu. Namun demikian, ada sebagian ulama
Hanafiyah yang memperbolehkannya, dengan dasar istihsanan ( karena

ada nilai manfaat).

Menurut ulama Maliki, Syafi’i, dan Hambali secara syar’i, akad
Ju’aldh diperbolehkan. Dengan landasan kisah Nabi Yusuf beserta

saudaranya, yakni firman Allah QS.Yusuf : 72.

155 & Byl i 4 s 225 S 5t 4555 16

Artinya :

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan

siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan

makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".*

Begitu juga dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadist yang
diriwayatkan oleh Imam al Jama’ah kecuali Imam Nasa’i dari Abu Sa’id
al-Khudri. Suatu ketika sahabat Rasulullah SAW mendatangkan sebuah
perkampungan Arab. Namun mereka tidak dilayani layaknya seorang

tamu. Tiba-tiba pemimpin mereka terkena penyakit, kemudian penduduk

%0 QS. Yusuf (12):72
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desa meminta sahabat untuk menyembuhkannya. Sahabat Rasul meng-iya-
kan, dengan catatan mereka diberi upah. Syarat ini disetujui, kemudian
seorang sahabat membaca al-fatihah, maka akhirnya pemimpin tersebut
sembuh. Kemudian, hadiah pun diberikan. Akan tetapi, sahabat tidak mau
menerima sebelum lapor kepada Rasulullah. Rasulullah tersenyum melihat

kejadian ini.

Secara logika, manusia membutuhkan akad Ju’aldh. Seperti halnya
menemukan aset atau properti yang hilang, melakukan pekerjaan yang
tidak mampu dikerjakan oleh pemiliknya. Maka ia pasti membutuhkan
akad Ju’alah. Dengan demikian diperbolehkanlah akad Ju’alih.
Ketidakjelasan pekerjaan dan jangka waktu penyelesaian dalam Ju'aldh
tidaklah memberi madharat kepada pelaku. Dengan alasan akad Ju’alih
bersifat tidak mengikat (ghair lazim). Berbeda dengan akad ijarah yang

bersifat lazim (mengikat keduanyanya). **

Akad Ju’alah bersifat one side (irédah wahidah), untuk itu al-jail
(pemilik sayembara) harus mengungkapkan secara jelas keinginannya
(pekerjaan). Menjelaskan pekerjaan yang diinginkan, besaran hadiah atau
upah yang diperjanjikan dengan jelas. Jika ada seseorang mengerjakan
pekerjaan itu tanpa seizinnya, atau pemilik mengatakan kepada seseorang,

kemudian ada orang lain yang mengerjakannya, maka hal yang

3! Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh ...,h. 166-167
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diperbolehkan. Intinya, akad Ju’aldh bersifat umum, dan upah atau hadiah

akan tetap diberikan kepada pihak yang berhasil menyelesaikan pekerjaan.

Dalam sebuah hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa’id al-

Khudri:

—n
so

s ety 55 Baalatg 0 aas o 2 B asd B 2 b 2 e

<
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Artinya : “Sekelompok sahabat Nabi SAW melintasi salah satu
kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan
makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat
kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: *Apakah kalian
mempunyai obat, atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?’ Para
sahabat menjawab: ’Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau
mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.” Kemudian para

penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang
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sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu
ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh.
Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, 'Kita tidak
boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi SAW.'
Selanjutnya mereka bertanya kepada beliau. Beliau tertawa dan bersabda,
‘Lho, kalian kok tahu bahwa surat al-Fatihah adalah rugyah! Ambillah

kambing tersebut dan berilah saya bagian." (HR. Bukhari).*

Secara logika Ju'alah dapat dibenarkan, karena merupakan salah
satu cara untuk memenuhi keperluan manusia, sebagaimana halnya dengan

ijarah dan mudharabah (perjanjian kerjasama dagang).®

c. Sighah
Madzhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat, bahwa agar
perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk Ju 'aldh itu dipandang sah,
maka harus ada ucapan (sighah) dari pihak yang menjanjikan upah atau
hadiah, yang isinya mengandung izin bagi orang lain untuk melaksanakan
perbuatan yang diharapkan dan jumlah upah yang jelas tidak seperti iklan

dalam surat kabar yang biasanya tidak menyebutkan imbalan secara pasti.

Ucapan tersebut tidak mesti, keluar dari orang yang memerlukan
jasa itu, tetapi boleh juga dari orang lain seperti wakilnya, anaknya atau

bahkan orang lain yang bersedia memberikan hadiah atau upah. Kemudian

*? Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 62/DSN-MUI/XI11/2007
% M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi ..., h. 268
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Ju’aldh dipandang sah, walaupun hanya ucapan ijab saja yang ada, tanpa

ada ucapan kabul (cukup sepihak).**

d. Syarat Akad Ju’alih
Ulama memberikan beberapa syarat terkait dengan keabsahan akad

Ju’aldh yakni sebagai berikut :

1. Orang yang terlibat dalam akad Ju’alah harus memiliki ahliyyah. Al-
Ja'il (pemilik sayembara) haruslah orang yang memiliki kemutlakan
dalam transaksi (baligh, berakal, dan rasyid), tidak boleh dilakukan
oleh anak kecil, orang gila atau orang safih. Untuk ‘amil (pelaku),
haruslah orang yang memiliki kompetensi dalam menjalankan
pekerjaan, sehingga ada manfaat yang bisa dihadirkan.

2. Hadiah, upah (ja /) yang diperjanjikan harus disebutkan secara jelas
jumlahnya. Jika upahnya tidak jelas, maka akad Ju'aldh batal
adanya, karena ketidakjelasan kompensasi. Seperti, barang siapa
menemukan mobil saya yang hilang, maka ia berhak mendapatkan
baju. Selain itu, upah yang diperjanjikan bukanlah barang haram,
seperti minuman keras atau barang ghasab.*®
Manfaat yang akan dikerjakan pelaku (‘amil) haruslah jelas dan
diperbolehkan secara syar’i. Tidak diperbolehkan menyewa tenaga
paranormal untuk mengeluarkan jin, praktek sihir, atau perkara

haram lainnya, seperti menyanyi, dan hal-hal yang diharamkan

% M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi ..., h. 269
** Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh ...,h. 168
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lainnya. Kaidahnya adalah setiap aset yang boleh dijadikan sebagai
objek transaksi dalam akad ijarah, maka juga diperbolehkan dalam
akad ijarah lebih umum dan kompleks daripada akad Ju’aldh.
Madzhab Syafi’i menambahkan setiap pekerjaan (manfaat) yang
dilakukan mengandung beban usaha, karena tidak ada kompensasi
tanpa adanya usaha (risk versus return).*

3. Madzhab Maliki menambahkan satu syarat, akad Ju alah tidak boleh
dibatasi dengan jangka waktu. Namun ulama lain mengatakan,
diperbolehkan memperkirakan jangka waktu dengan pekerjaan yang
ada. Misalnya, barang siapa mampu menjahitkan baju saya salam
satu hari, makatas hadiah sekian. Jika dalam waktu sehari ia mampu
menyelesaikannya, maka ia berhak mendapat hadiah. Jika tidak,
maka ia tidak mendapatkan apa-apa. Berbeda dengan akad ijarah.

4.  Madzhab Maliki mensyaratkan, jenis pekerjaan Ju'aldh haruslah
spesifik, walaupun berbilang. Seperti menemukan beberapa unta
yang hilang.

Dalam literatur lain menyebutkan bahwa agar pelaksanaan Ju'aldh

dipandang sah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap
untuk melakukan tindakan hukum, yaitu : baligh berakal dan cerdas.
Dengan demikian anak-anak, orang gila dan orang yang berada

dibawah pengampuan tidak sah melakukan Ju ‘aldh.

% Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh ...,h. 170
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2. Upah atau hadiah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang
bernilai harta dan jelas juga jumlahnya. Harta yang haram tidak
dipandang sebagai harta yang bernilai (Madzhab Maliki, Syafi’i dan
Hanbali).

3. Pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat
yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut hukum syara’.

4. Madzhab Maliki dan Syafi’i menambahkan syarat, bahwa dalam
masalah tertentu, Ju alah tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu,
seperti mengembalikan (menemukan) orang yang hilang. Sedangkan
Madzhab Hanbali membolehkan pembatasan waktu.

5. Madzhab Hanbali menambahkan, bahwa pekerjaan yang diharapkan
hasilnya itu, tidak terlalu berat, meskipun dapat dilakukan berulang
kali seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah
yang banyak.*’

e. Pemberian Hadiah
Menurut Syafi’i dan Hambali, pemilik pekerjaan (sayembara)
diperbolehkan untuk menambah atau mengurangi hadiah / upah yang akan
diberikan kepada ‘amil. Karena akad Ju’alah adalah akad jaiz ghair lazim

(diperbolehkan dan tidak mengikat). Namun demikian, Madzhab Syafi’i

memberikan catatan bahwa, hal itu diperbolehkan ketika pekerjaan belum

*” M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi ..., h. 269-270
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selesai dikerjakan. Jika pekerjaan telah seclesai dikerjakan, maka ‘amil

berhak mendapatkan upah yang sepadan.®

f. Pembatalan
Madzhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali memandang, bahwa Ju’aldh
adalah perbuatan hukum yang bersifat suka rela. Dengan demikian, pihak
pertama yang menjanjikan upah atau hadiah, dan pihak kedua, yang

melaksanakan pekerjaan dapat melakukan pembatalan.

Mengenai waktu pembatalan terjadi perbedaan pendapat. Madzhab
Syafi’i dan Hanbali berpendapat, bahwa pembatalan itu dapat dilakukan
oleh salah satu pihak setiap waktu, selama pekerjaan itu belum selesai
dilaksanakan, karena pekerjaan itu dilaksanakan atas dasar suka rela.
Namun, menurut mereka, apabila pihak pertama membatalkannya, maka
pihak kedua belum selesai melaksanakannya, maka pihak kedua harus
mendapatkan imbalan yang pantas sesuai dengan volume perbuatan yang
dilaksanakannya. Kendatipun pekerjaan itu dilaksanakan atas dasar suka

rela, tetapi kebijaksanaan perlu diperhatikan.*

3) Hawalah (Penangguhan Hutang oleh Pihak ketiga)
a. Pengertian
Hawalah atau yang disebut juga Hiwéalah menurut bahasa

artinya pengalihan, pemindahan, perubahan kulit dan memikul sesuatu

% Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh ...,h. 170

% M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi ..., h. 270
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dipundak.*® Menurut istilah, Hawalah adalah pemindahan piutang dari

satu tanggungan kepada tanggungan yang lain.

Menurut hakikat Hawalah merupakan penukaran piutang
dengan piutang yang lain. Menurut gaul yang ashah, Hawalah ini
dikecualikan dari jenis penjualan piutang dengan piutang karena

adanya hajat.**

Pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang
(pihak pertama) kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran
hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga, karena pihak
ketiga berhutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berhutang
kepada pihak kedua. Mungkin saja pihak pertama berhutang kepada
pihak ketiga dan pihak kedua berhutang kepada pihak pertama, baik
pemindahan (pengalihan) itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran

maupun tidak.

Menurut Ulama Madzhab Hanafi (Ibnu Abidin) mendefinisikan
Hawalah ialah Pemindahan membayar hutang dari orang yang
berhutang (al-muhiil) kepada yang berhutang lainnya (al-muhaal
‘alaih). Ulama Madzhab Hanafi lainnya (Kammal bin Humman)

mendefinisikannya dengan Pengalihan kewajiban membayar hutang

0 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi ..., h. 219

*' Imam Tagiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil
Ikhtishar,terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, (Cet.1;Surabaya: CV. Bina Iman,
2007),h. 611
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dari pihak pertama kepada pihak lain yang berhutang kepadanya atas

dasar saling mempercayai.

Menurut Madzhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali Hawalah ialah
Pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang
dari satu pihak kepada pihak lain. Kalau diperhatikan, maka ketiga
definisi yang disebutkan boleh dikatakan sama. Perbedaan terletak
pada kenyataan, bahwa Madzhab Hanafi menekankan pada segi
kewajiban membayar hutang, sedangkan ketiga Madzhab lainnya

menekankan pada segi hak menerima pembayaran hutang.*?

b. Dasar Hukum
Pelaksanaan al-Hawalah atau Hawalah dibenarkan dalam Islam,

sebagaimana Sabda Rasulullah SAW :
ey e e gy il i o

Menunda-nunda pembayaran oleh orang kaya adalah
penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara kamu diikutkan
(dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka ikutilah .

Disamping itu, terdapat kesepakatan ulama (’ijma) yang

menyatakan bahwa Hawalah atau Hawalah itu boleh dilakukan.**

2 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi ..., h. 219-220
** Maktabah Syamilah, “Bulughul Maram ", hadis ke 876, h.336
* M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi ..., h. 220-221
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c. Rukun Hawalah
Menurut Madzhab Hanafi, rukun Hawalah atau Hiwalah hanya
ijab (pernyataan melakukan Hawalah), dari pihak pertama, dan kabul
(pernyataan menerima Hawalah) dari pihak kedua dan pihak ketiga.
Menurut Madzhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali rukun Hawalah ada

enam :

[EEN

. Pihak Pertama (muhiil).

N

. Pihak Kedua (muhal).

w

. Pihak ketiga (muhal ‘alaihi).

SN

. Ada hutang pihak pertama (muhiil) kepada pihak kedua (muhal).
5. Ada hutang pihak ketiga (muhal ‘alaihi) kepada pihak pertama
(muhiil).
6. Ada Sighah (pernyataan Hawalah).*

d. Jenis Hawalah

"Madzhab Hanafi membagi Hawalah dalam beberapa bagian.
Ditinjau dari segi objek akad, maka Hawalah dapat dibagi dua:

1. Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut hutang,
maka pemindahan itu disebut Hawalah al-haqgq (pemindahan hak).

2. Apabila yang dipindahkan itu kewajiban membayar hutang, maka
pemindahan itu disebut Hawalah al-dain (pemindahan hutang).

Ditinjau dari sisi lain, Hawalah terbagi dua pula :*°

** M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi ..., h. 222
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1. Pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama

kepada pihak kedua yang disebut Hawéalah al-mugayyadah
(pemindahan bersyarat).
Sebagai contoh : A berpiutang kepada B sebesar Rp.5.000.000,-
sedangkan B juga berpiutang kepada C sebesar Rp.5.000.000,- B
kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut
piutangnya yang berada pada C, kepada A sebagai ganti dari
pembayaran hutang B kepada A. Dengan demikian, Hawalah al-
mugayyadah pada satu sisi merupakan Hawalah al-haqq, jkarena
mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C ke A. Sedangkan
pada sisi lain, sekaligus merupakan Hawalah al-dain, karena B
mengalihkan kepada A, menjadi kewajiban C kepada A.

2. Pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari
pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua yang
disebut Hawalah al-Muthlagah (pemindahan mutlak). Sebagai
contoh : A berpiutang kepada B sebesar Rp.5.000.000,-. A
mengalihkan hutangnya kepada C sehingga C berkewajiban
membayar hutan A kepada B tanpa menyebutkan, bahwa
pemindahan hutang tersebut sebagai ganti rugi dari pembayaran
hutang C kepada A. Dengan demikian, Hawalah al-Muthlagah

hanya mengandung Hawalah al-dain saja, karena yang

* M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi ..., h.221
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dipindahkan hanya hutang A kepada B menjadi hutang C kepada
B.
e. Syarat Hawalah
1. Adanya muhil sebagai pihak yang berhutang.
2. Adanya muhal sebagai yang menghutangkan.
3. Dan muhal ‘alaih sebagai pihak yang melakukan pembayaran
hutang.*’
Hawalah  sebenarnya merupakan tindakan yang tidak
membutuhkan ijab gabul dan telah menjadi sah dengan sikap yang
menunjukkan adanya hal tersebut. Dengan demikian pihak muhal

mendapatkan kepastian bahwa piutangnya akan terbayar.

Hawalah dipraktekan dalam kegiatan usaha perbankan syariah
dalam produk jasa. Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa kegiatan usaha
Bank Umum Syariah meliputi, antara lain melakukan pengambilalihan
utang berdasarkan Akad Hawalahatau Akad lain yang tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah. Ayat (2) nya antara lain menyebutkan bahwa
kegiatan usaha Unit Usaha Syariah (UUS) meliputi melakukan
pengambilalihan utang berdasarkan Akad Hawalah atau akad lain yang

tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

" Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia(Konsep, Regulasi, dan
Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 188
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Kemudian dalam Pasal 3 PBI No. 9/19/PBI1/2007 ditegaskan bahwa
pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dilakukan, antara lain
dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain Akad
Kafalah, Hawalah, dan Sharf. Teknis mengenai akad Hawalah ini

mendasarkan pada SEBI No. 10/ 14/ DPbS Jakarta, 17 Maret 2008.

SEBI tersebut menyebutkan bahwa dalam kegiatan pelayanan jasa
dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar Akad Hawalah

terdiri :

1. Hawaélah al-Muthlagah vyaitu transaksi yang berfungsi untuk
pengalihan utang para pihak yang menimbulkan adanya dana keluar
(cash out) Bank, dan*®

2. Hawalah Mugayyadah vyaitu transaksi yang berfungsi untuk
melakukan set-off utang piutang diantara 3 (tiga) pihak yang memiliki
hubungan muamalat (utang piutang) melalui transaksi pengalihan
utang, serta tidak menkmbulkan adanya dana keluar (cash out).*

Meskipun dalam figih dan ketentuan PBI pemindahan hutang
secara mutlak atau Hawalah al-Muthlagah (pemindahan hutang tanpa
menyebut hutang yang dimiliki sebgai ganti rugi) dibolehkan, namun
dalam dunia komersial kemungkinannya kecil dilaksanakan mengingat

tingginya risiko pembiayaan. Oleh karena itu praktik bisnis yang

*® Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian ..., h. 190
* Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian ..., h. 190
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dilaksanakan adalah pemindahan hutang secara terikat atau Hawalah
Mugayyad (pemindahan hutang atas hutang yang dimiliki sebagai

gantinya) karena kejelasannya dan resiko yang dapat dipagari.

Adapun manfaat atau keuntungan yang diperoleh, jika nasabah
memakai mekanisme Hawalah adalah sebagai berikut :
a) Memungkinkan penyelesaian hutang dan piutang dengan cepat dan
simultan.
b) Tersedianya talangan dana untuk dana hibah yang membutuhkan.
c) Dapat menjadi salah satu fee — based income / sumber pendapatan non
pembiayaan bagi bank syariah.
d) Bagi pihak nasabah selaku klien dari bank akan mendapatkan instant
cash sehingga dapat meningkatkan cash flow perusahaannya.*
Hawalah sebagai cara untuk mendapatkan fresh money bagi pihak
klein / nasabah yang tidak luput dari resiko, terutama dari pihak bank.
Adapun risiko yang harus diwaspadai oleh pihak bank syariah dari sebuah
kontrak Hawalah adalah kecurangan nasabah dengan memberi invoice
palsu atau wanprestasi (ingkar janji) untuk memenuhi kewajiban Hawalah

ke bank.>!

Semua Imam Madzhab (Hanafi. Syafi’i, Maliki, dan Hanbali)

berpendapat bahwa Hawalah menjadi sah apabila sudah terpenuhi syarat-

*% Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian ..., h. 191
51 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian ..., h.192
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syarat yang berkaitan dengan pihak pertama, kedua dan ketiga serta

berkaitan dengan hutang.

1. Syarat bagi pihak pertama ialah :

a) Cakap dalam melakukan tindakan hukum, dalam bentuk akad, yaitu
baligh dan berakal. Hawalah tidak sah dilakukan oleh anak kecil
walaupun ia sudah mengerti (mumayiz), ataupun dilakukan oleh
orang gila.

b) Ada persetujuan (ridha). Jika pihak pertama dipaksa untuk
melakukan Hawalah, maka akad tersebut tidak sah.

Persyaratan yang dibuat berdasarkan pertimbangan, bahwa
sebagian orang merasa keberatan dan terhina harga dirinya, jika
kewajibannya untuk membayar hutang dialihkan kepada pihak lain,
meskipun pihak lain itu memang berhutang kepadanya.

2. Syarat kepada pihak kedua ialah :

a) Cakap melakukan tindakan hukum yaitu baligh dan berakal.

b) Disyaratkan ada persetujuan dari pihak kedua terhadap pihak
pertama yang melakukan Hawalah (Madzhab Hanafi sebagian
besar Madzhab Maliki dan Syafi’i).

Persyaratan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan, bahwa
kebiasaan orang dalam membayar hutang berbeda-beda, ada yang
mudah dan ada juga yang sulit. Sedangkan menerima pelunasan itu

merupakan hak bagi pihak kedua. Jika Hawalah dilakukan secara
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sepihak saja, pihak kedua dapat saja merasa dirugikan, umpamanya
apabila ternyata pihak ketiga sudah membayar hutang tersebut.>
3. Syarat bagi pihak ketiga ialah :

a) Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, sebagai
syarat bagi pihak pertama dan kedua.

b) Disyaratkan ada pernyataan persetujuan dari pihak Kketiga
(Madzhab Hanafi). Sedangkan Madzhab lainnya (Maliki, Syafi’i
dan Hanbali) tidak mensyaratkan hal ini. Sebab dalam akad
Hawalah pihak ketiga dipandang sebagai objek akad. Dengan
demikian persetujuannya tidak merupakan syarat sah Hawalah.

¢) Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani
menambahkan, bahwa kabul tersebut dilakukan dengan sempurna
oleh pihak ketiga di dalam suatu majlis akad.

4. Syarat yang diperlukan terhadap hutang yang dialihkan, ialah :

a) Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk
hutang piutang yang sudah pasti.

b) Apabila pengalihan hutang itu dalam bentuk Hawalah al-
Mugayyadah semua ulama figih sepakat menyatakan, bahwa baik
hutang pihak pertama kepada pihak kedua maupun hutang pihak
ketiga kepada pihak pertama mesti sama jumlah dan kualitasnya.
Jika antara kedua hutang tersebut terdapat perbedaan jumlah

(hutang dalam bentuk uang), atau perbedaan kualitas (hutang dalam

52 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi ..., h.223
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bentuk barang), maka Hawalah tidak sah. Tetapi apabila
pengalihan itu dalam bentuk Hawalah al-Muthlagah (Madzhab
Hanafi), maka kedua hutang tersebut tidak mesti sama, baik jumlah
maupun kualitasnya.

€) Madzhab Syafi’i menambahkan, bahwa kedua hutang tersebut
mesti sama pula waktu jatuh temponya. Jika tidak sama, maka tidak
sah.”®

f. Akibat Hukum

Jika akad Hawalah telah terjadi, maka akibatnya :

1. Jumhur ulama berpendapat, bahwa kewajiban pihak pertama untuk
membayar hutang kepada pihak kedua dengan sendirinya menjadi
terlepas (bebas). Sedangkan menurut sebagian ulama Madzhab
Hanafi, antara lain Kamal bin Humman, kewajiban tersebut masih
tetap ada, selama pihak ketiga belum melunasi hutangnya kepada
pihak kedua.

2. Akad Hawalah menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk
menuntut pembayaran hutang kepada pihak ketiga.

3. Madzhab Hanafi yang membenarkan terjadi Hawalah al-
Muthlagah terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak
dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka

tentukan ketika melakukan akad hutang piutang sebelumnya,

53 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi ..., h. 222-224
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masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah hutang piutang antara

ketiga pihak tidak sama.**

g. Akad Hawalah Berakhir

Akad Hawalah berakhir, jika terjadi hal-hal berikut :

1.

Salah satu pihak yang melakukan akad tersebut membatalkan akad
Hawalah, sebelum akad itu berlaku secara tetap.
Pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan kepada pihak kedua.
Jika pihak kedua meninggal dunia, sedangkan pihak Kketiga
merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.
Pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang
merupakan hutang dalam akad Hawalah tersebut kepada pihak
ketiga.
Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk
membayar hutang yang dialihkan tersebut.
Menurut Madzhab Hanafi, hak pihak kedua tidak dapat dipenuhi,
karena pihak ketiga mengalami pailit (bangkrut), atau meninggal
dunia dalam keadaan pailit.>®

Sedangkan menurut Madzhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali,
selama akad Hawalah sudah berlaku tetap, karena persyaratan
sudah dipenuh, maka akad Hawalah itu tidak dapat berakhir

dengan alasan mengalami pailit.

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi ..., h.224-225
% M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi ..., h.225
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Persyaratan-persyaratan yang telah disepakati bersama
harus dipatuhi oleh semua pihak. Sekiranya ada oihak yang
dirugikan dalam pelaksanaan akad Hawalah itu, maka ia dapat
mengadakan gugatan, yang sudah barang tentu dengan bukti-bukti
yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya hakim
dapat menetapkan suatu keputusan setelah memperhatikan bukti-
bukti yang diajukan dan setelah mendengar sumpah yang

diucapkan tergugat. *°

% M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi ..., h. 224-226
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BAB Il
METODE PENELITIAN

Riset atau penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis,
berarah dan bertujuan. Data atau informasi yang dikumpulkan dalam
penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data
tersebut berkaitan, mengena dan tepat.”’ Metode penelitian adalah jalan

atau cara yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

S’Kartini Kartono dalam Marzuki. Metodologi Riset (Yogyakarta: Ull Press, t.t ). h. 55
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A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil Lokasi di BAZNAS (Badan Amil Zakat
Nasional) di JI. Gajahmada No. 115-A Kota Mojokerto sebagai lokasi
penelitian dikarenakan Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto
merupakan satu-satunya lembaga yang menggagas dan sebagai pelopor
berdirinya PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah) di Kota Mojokerto.
Pembiayaan Usaha Syariah telah merambat hingga ke pemerintah pusat
yang kemudian dijadikan acuan oleh pemerintah pusat dalam

meningkatkan kesejateraan masyarakat Indonesia.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris, yaitu penelitian
yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam
hubungan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain, penelitian empiris
mengungkapkan implementasi hukum yang hidup dalam masyarakat
melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Karena judul yang
diangkat lebih mengacu kepada praktik kerjasama yang dilakukan oleh
Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dan PT.BPRS Kota
Mojokerto dalam melakukan Pembiayaan Usaha Syariah kepada pelaku
UKM maupun IKM yang ada di Kota Mojokerto.

Penelitian ini menemukan data tentang akad yang digunakan oleh
Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dan PT. BPRS Kota
Mojokerto dalam melakukan kerjasama dilihat dari sudut pandang prinsip-

prinsip syariah dengan wawancara langsung kepada lembaga terkait yaitu
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Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dan PT. BPRS Kota

Mojokerto.

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan
penelitian.®® Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yakni
pendekatan kualitatif. Artinya suatu pendekatan yang dilakukan untuk
memahami makna maupun proses dari obyek penelitian, karena itu untuk
memperoleh data yang akurat peneliti akan langsung terjun ke lapangan
dan memposisikan diri sebagai instrumen penelitian yang menjadi salah
satu ciri dari penelitian kualitatif.*

Tujuan  diadakannya  penelitian  kualitatif ~ ini  adalah
menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara rinci dan
mendalam. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi
yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek-aspek
tertentu dari akad yang digunakan dalam kerjasama antara Badan Amil
Zakat Nasional Kota Mojokerto dan PT. BPRS Kota Mojokerto dalam
melakukan Pembiayaan Usaha Syariah ditinjau dari Figih Muamalah dan

Fatwa DSN MUI.

D. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data

primer dan data sekunder :

%8 Arikunto, pendekatan praktik, h. 23
%exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), h.

30
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1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di Kantor Badan Amil
Zakat Nasional Kota Mojokerto berupa wawancara langsung kepada
pihak yang bersangkutan. Peneliti menggunakan data ini untuk
mendapatkan informasi langsung mengenai akad-akad yang digunakan
dalam kerjasama yang dilakukan antara Badan Amil Zakat Nasional
Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto ditinjau dari buku
Figh Muamalah dan Fatwa DSN MUI.

Pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu mengambil data
yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber
yaitu Kepala Baznas Kota Mojokerto, kepada Staff Administrasi dan
Kearsipan Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, Pembina
Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, dan Dewan Pengawas
Syariah PT. BPRS Kota Mojokerto.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan
sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini, seperti
buku-buku yang menjadi landasan tentang bentuk kerjasama dalam
Islam, buletin al-Ashnaf, Tabloid BAZNAS Kota Mojokerto, buku Figh
Muamalah, dan Fatwa DSN MUI.

Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat
penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan.

E. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:
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1. Wawancara
Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan
bertanya langsung kepada informan.®® Dengan kegiatan wawancara
peneliti mendapatkan keterangan dan informasi di lokasi penelitian.
Dalam kegiatan ini terjadi pertemuan antara dua orang untuk bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan
makna dalam suatu topik tertentu.®*

Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan interview guide (panduan wawancara).®® Teknik ini
digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang punya
relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam
teknik wawacara ini, penulis penggunakan jenis wawancara terstruktur,
yaitu penulis secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan
terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan
sebelumnya, untuk bisa mengarahkan informan apabila ia ternyata
menyimpang. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar
proses wawancara tidak kehilangan arah.®

Tujuan peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh
data secara jelas dan konkret tentang penerapan prinsip ekonomi

syariah dalam praktek kerjasama yang dilakukan antara Badan Amil

® Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI (Cet.13,
Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.155

81 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, cet.4 (Bandung : CV. Alfabeta,
2008), h.231

%2S0erjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 2008), h. 25

% Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85



66

Zakat Nasional Kota Mojokerto dengan PT.BPRS Kota Mojokerto
dalam melakukan Pembiayaan Usaha Syariah di Kota Mojokerto.

Dalam hal ini yang menjadi narasumber penelitian ini adalah
Bapak Wuliyono selaku Kepala BAZNAS Kota Mojokerto, Bapak Nur
Khanan selaku Staff Administrasi dan Kearsipan Badan Amil Zakat
Nasional Kota Mojokerto, Bapak H. Muhammad Rofi’i Ismail selaku
Penasehat BAZNAS Kota Mojokerto, dan Bapak Muhammad
Imaduddin selaku Dewan Pengawas Syariah Kota Mojokerto

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah metode pencarian dan
pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,
transkrip, buku, majalah, tabloid, agenda, dan sebagainya,® yang ada
hubunganya dengan tema penelitian. Dokumen-dokumen yang
digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini di antaranya ialah
dokumen terkait Pembiayaan Usaha Syariah.

F. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis permasalahan yang ada pada penelitian
ini, metode yang digunakan adalah deskriptif dengan beberapa
tahapan vyaitu identifikasi dan Kklasifikasi. Selanjutnya dilakukan
interpretasi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kualitatif
dan menganalisis data untuk mendapatkan keterangan yang mendalam

dari objek yang bersangkutan.

% Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta,
2002), h. 206.



67

1.  Editing
Editing adalah meneliti kembali catatan para pencari data
untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan

dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.®

2. Classifying
Classifying adalah mengklasifikasikan data-data yang telah
diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai
dengan kebutuhan yang diperlukan.®®
3. Verifying
Verifying adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh
peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan, yang
mana data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab
pertanyaan penelitian®”, sehingga selanjutnya dapat mempermudah
peneliti melakukan analisisnya. Untuk mengetahui hal ini peneliti
mengambil rujukan dari buku atau bahan dokumenter lain.
4. Analyzing
Analyzing adalah menganalisa data mentah yang berasal dari
informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah
dicerna serta dipahami. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian

ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang berupaya

® Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama, 1997), h.270

* LKP2M, Research Book for LKP2M (Malang: LKP2M UIN Malang, 2005), h.60

® Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi (Bandung: Sinar
Baru Algasindo, 2000), h.84
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menghimpun data dan informasi yang telah ada atau telah terjadi di
lapangan.®® Dalam penelitian ini Analis data meliputi analisis terhadap
data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap

pengurus Badan Amil Zakat Kota Mojokerto.

5. Concluding
Concluding pada tahap yang kelima ini peneliti menarik
beberapa poin kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan yang ada

dalam rumusan masalah.

® Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi,... h.85
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV berisi uraian hasi penelitian dan analisis terhadap hasil penelitian
mencakup beberapa hal. Pertama, gambaran umum lokasi penelitian. Kedua, asas-
asas yang digunakan dalam Perjanjian Kerjasama antara BAZNAS Kota
Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto. Ketiga, Mekanisme Pembiayaan
Usaha Syariah, dan akad dalam perjanjian kerjasama antara BAZNAS Kota

Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto yang ditinjau dari Hukum Islam.
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A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Mojokerto

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor
581 tentang pelaksanaanUndang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Dan selanjutnya
ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS), Pemerintah Kota Mojokerto menindaklanjuti dengan
ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang
zakat, infak, dan sedekah.

Setelah ditetapkan Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kota Mojokerto
membentuk kepengurusan Badan Amil Zakat atas usulan dari Kantor Departemen
Agama Kota Mojokerto. Namun dalam menjalankan tugas-tugasnya pengurus
BAZ Kota Mojokerto belum bisa maksimal, hal ini bisa dilihat dari hasil
pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang rata-rata hanya mencapai Rp.
75.000.000,- pertahun. Pengumpulan dana tersebut hanya dari sektor infak, dan
sedekah dari beberapa UPZ/SKPD sedangkan dari sektor zakat masih belum ada.
Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Mojokerto melakukan evaluasi tehadap
efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 dengan
menerbitkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2009 tentang
pedoman teknis pemungutan zakat pendapatan, infak, dan sedekah bagi PNS,
karyawan BUMN/BUMD, Anggota DPRD dan warga masyarakat Kota

Mojokerto.
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Selain itu Pemerintah Kota Mojokerto juga mengeluarkan Keputusan Walikota
Mojokerto Nomor 188.45/518/417.104/2009 tentang Perubahan Keputusan
Walikota Mojokerto Nomor 188.45/666/417.104/2007 tentang pengurus Badan
Amil Zakat (BAZ) periode Tahun 2007 — 2010. Dalam rangka meningkatkan
efektitifitas kinerja pengurus BAZ Periode Tahun 2007 — 2010 yang terbentuk
melaksanakan beberapa program kerja diantaranya adalah melaksanakan program
sosialisasi, edukasi dan publikasi kepada masyarakat khususnya bagi kepada PNS
di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Kegiatan tersebut ternyata sangat
efektif, hal ini bisa dibuktikan dengan peningkatan hasil pengumpulan zakat,
infak, dan sedekah BAZ Kota Mojokerto pada tahun 2010 yaitu mencapai Rp.
352.458.500,- dengan perincian Rp. 222.424.625,- dari dana zakat dan Rp.
130.033.875,- dari dana infak, dan sedekah atau mengalami peningkatan sebesar
469% dari hasil pengumpulan tahun sebelumnya.

Pemerintah Kota Mojokerto pada Tahun 2010 telah melakukan perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang zakat, infak, dan
sedekah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan
zakat, infak, dan sedekah. Salah satu indikator terjadinya perubahan Peraturan
Daerah tersebut adalah ketentuan besaran infak pegawai negeri sipil strukturan
maupun fungsional sesuai dengan jabatan, eselon dan golongannya, anggota
DPRD vyang disesuaikan dengan tingkat pendapatan pada tahun 2003 dengan
tahun 2010.

Berdasar perubahan Peraturan Daerah tersebut Badan Amil Zakat (BAZ) Kota

Mojokerto pada tahun 2011 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam



72

pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yaitu mencapai Rp. 776.482.484,- atau
mengalami kenaikan sebesar 220% dari tahun 2010 dengan perincian Rp.
509.149.646,- dari dana zakat dan Rp. 267.332.838,- dari dana infak dan sedekah.
Dalam upaya peningkatan pelayanan publik terhadap pelayanan zakat, infak, dan
sedekah masyarakat salah satunya melalui tempat pelayanan yang strategis dan
refresentatif. Mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 Kantor Badan Amil
Zakat (BAZ) Kota Mojokerto menempati kantor menjadi satu di Kantor
Departemen Agama Kota Mojokerto, kemudian Tahun 2010 sampai dengan tahun
2011 menempati kantor di jalan Mojopahit Nomor 436 Kota Mojokerto dengan
status masih menyewa.

Sedangkan pada tahun 2011 sampai dengan sekarang menempati kantor yang
merupakan aset Pemerintah Kota Mojokerto yang letaknya sangat strategis dan
mudah dijangkau yaitu di jalan Gajah Mada Nomor 115 A Kota Mojokerto.
Sebelum berdirinya BAZ Kota Mojokerto, masyarakat biasanya menunaikan zakat
fitrah maupun zakat maal dengan cara disampaikan secara langsung dari muzakKi
kepada mustah{igatau disampaikan kepada guru ngaji yang dipercaya, tetapi sejak
lahirnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan
selanjutnya di Kota Mojokerto dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2003 tentang zakat, infak, dan sedekah, selanjutnya diubah dalam Peraturan
Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat, infak,
dan sedekah maka pembayaran zakat, infak, dan sedekah diambil dan dikelola

oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto.
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Badan Amil Zakat Kota Mojokerto adalah sebuah badan yang mengelola zakat,
infak, dan sedekah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto atas
dasar usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Pengelolaan
zakat, infak, dan sedekah adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
pengadministrasian dan pengawasan terhadap pemungutan, pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah.®

2. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Mojokerto
Struktur organisasi yang dimaksud, digambarkan dalam skema berikut :"

Gambar Struktur Organisasi
Kantor Badan Amil Zakat (BAZ)

Kota Mojokerto

BADAN PELAKSANA

DEWAN PENASEHAT KOMISI PENGAWASAN ]

U ! }

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENGUMPULAN PENDISTRIBUSIAN PENDAYAGUNAAN PENGEMBANGAN

% Tabloid, Profil BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mojokerto, h. 7
" Tabloid, Profil BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mojokerto, h. 5
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3. VISl dan MISI BAZNAS Kota Mojokerto
Visi :
“Dengan Zakat, Infag dan Shodagah Menuju Masyarakat yang Sejahtera, Barokah
dan Peduli Sesama.”
Misi :

a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat berinfag dan

bershodagah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto.

b. Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Keluarga Miskin.

c. Meningkatkan Jasa Layanan Zakat, Infag, dan Shodagah yang

Profesional.™
B. Asas-Asas Kerjasama di BAZNAS Kota Mojokerto

Asas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah asas hukum. Asas
hukum merupakan kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan
berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.”? Asas
hukum terbagi dalam beberapa macam, asas ibadah, asas kebebasan
berkontrak, asas kepercayaan, asas keridhaan, asas kemaslahatan, asas tertulis,
asas kejujuran, dan asas itikad baik..

Beberapa macam asas merupakan sebuah landasan dalam membentuk
suatu kerjasama. Apabila suatu kerjasama dilandasi dengan asas, maka
kerjasama tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Namun, asas-asas
tersebut tidak semuanya diberlakukan. Sebagaimana dalam kerjasama antara

Badan Amil Zakat Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto.

" Tabloid, Profil BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mojokerto, h. 4
2 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam,... h. 126-127
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Dalam kerjasama yang dilakukan antara Badan Amil Zakat Nasional
dengan PT. BPRS Kota Mojokerto. Para pihak tidak sepenuhnya
menggunakan asas-asas tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh alasan mereka
bahwa apabila semua asas diberlakukan dalam suatu kerjasama, maka akan
menimbulkan peraturan yang semakin banyak. Sehingga hal itu dapat
menyulitkan para pihak yang melakukan kerjasama. Selain itu, asas-asas yang
diberlakukan dalam kerjasama hanyalah asas-asas yang dibutuhkan dalam
kerjasama tersebut.

Beberapa asas yang digunakan dalam perjanjian kerjasama antara
Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota
Mojokerto yang diatur dalam MoU pasal 2 tentang landasan kerjasama.

Nota kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan itikad
baik, saling percaya, sederajat, dan saling menguntungkan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, di dalam MoU belum dijelaskan mengenai asas-asas dalam
kerjasama ini. Sehingga, untuk mengetahui asas dalam kerjasama tersebut,
uraian berikut ini diharapkan bisa melengkapi .

1. Asas Itikad Baik

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala
BAZNAS Kota Mojokerto dengan staff administrasi BAZNAS Kota
Mojokerto yang menjelaskan bahwa Asas Itikad baik dalam hal ini adalah
terwujudnya satu orientasi yang sama yakni untuk memajukan

perekonomian Kota Mojokerto, dengan memberikan modal bagi pelaku
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usaha untuk mengembangkan usaha mereka”.”® “Selain itu, asas itikad
baik ini juga sebagai wujud dari tanggung jawab masing-masing pihak
yaitu BAZNAS, PT. BPRS dan juga peserta Pembiayaan Usaha Syariah di

Kota Mojokerto™.”*

Asas itikad baik dalam kerjasama ini, telah diwujudkan melalui
transaksi yang telah dilakukan antara PT. BPRS Kota Mojokerto dengan
peserta Pembiayaan Usaha Syariah. Wujud pengaplikasian asas ini yaitu
disiplinnya para peserta Pembiayaan Usaha Syariah dalam membayar
angsuran yang telah ditetapkan oleh PT. BPRS Kota Mojokerto. Angsuran
yang diberikan oleh PT BPRS kepada peserta Pembiayaan Usaha Syariah

yaitu antara 12-18 kali angsuran.

Selain itu, asas itikad baik ini juga telah diwujudkan oleh Badan
Amil Zakat Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto melalui
laporan triwulan. Laporan triwulan dibuat oleh Badan Amil Zakat
Nasional Kota Mojokerto dan juga PT. BPRS yang kemudian akan
dilakukan verifikasi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto hal
ini telah sesuai dengan akibat suatu perjanjian yang dinyatakan sebagai

berikut : “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.”

Sebagaimana pula yang telah dijelaskan dalam sebuah literatur,

bahwasanya asas ini muncul dari pribadi seseorang sebagaimana apa yang

® Nur Khanan, wawancara, (Mojokerto, 25 April 2016)
" Wuliyono, wawancara, (Mojokerto, 25 April 2016)
" pasal 1338 Buku |11 Tentang Perikatan KUH Perdata
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telah diniatkannya.”® Kerjasama ini dibentuk dengan tujuan untuk
mengentaskan kemiskinan dan mengurangi rentenir yang masih
menggurita yang ada di Kota Mojokerto. Niat baik yang berasal dari Ketua
Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto ini kemudian diaplikasikan
dalam Program Pembiayaan Usaha Syariah sebagai wujud pemberdayaan

kaum dhuafa melalui usaha yang produktif. ”’

2. Asas Saling Percaya

Menurut Kepala BAZNAS Kota Mojokerto, asas saling percaya
diwujudkan dalam perjanjian hitam di atas putih, merupakan perjanjian yang
mengikat antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT.BPRS Kota Mojokerto.
Perjanjian ini menjadi dasar timbulnya rasa saling percaya terhadap para pihak
yang terkait dalam mengentaskan kemisikinan melalui Program Pembiayaan
Usaha Syariah”. "

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa para pihak memilih asas
saling percaya sebagai landasan kerjasama karena ketika suatu kerjasama itu
tidak didasari dengan rasa saling percaya antar pihak, maka kerjasama tersebut
mengalami  ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan Program. Besar
kemungkinan yang terjadi salah satu pihak akan melakukan wan prestasi.

Selain kesepakatan tertulis, wujud pengapikasian asas saling percaya
yakni pada laporan pengajuan klaim margin, biaya administrasi, dan juga

biaya asuransi yang dilakukan oleh PT. BPRS Kota Mojokerto kepada Badan

’® Burhanuddin S, Hukum Kontrak ..., h. 47
" peraturan Daerah No 3 Tahun 2010 Tentang Pendayagunaan dan Pelaporan ZIS
"8 Wuliyono, wawancara, (Mojokerto, 25 April 2016)
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Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto setiap bulan. Klaim yang diajukan
merupakan kewajiban Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto sebagai
pihak kedua dalam perjanjian kerjasama ini.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto merupakan pihak yang
menanggung biaya margin, administrasi, maupun asuransi para peserta
Program Pembiayaan Usaha Syariah. Apabila pihak pertama yakni PT. BPRS
Kota Mojokerto tidak memberikan klaim laporan, maka pihak kedua tidak
dapat mengetahui seberapa besar tagihan yang harus dibayarkan. Sehingga
besar kemungkinan pihak kedua tidak akan membayar klaim tagihan tersebut.

Untuk pihak nasabah atau peserta Pembiayaan Usaha Syariah,
disyaratkan memberikan jaminan sebagai antisipasi kepada masyarakat
apabila terjadi kredit macet dan wan prestasi. Jaminan ini merupakan wujud
kepercayaan yang diberikan PT. BPRS kepada peserta Pembiayaan Usaha
Syariah. Dengan adanya jaminan yang diberikan oleh peserta Pembiayaan
Usaha Syariah kepada PT. BPRS Kota Mojokerto, maka akan menambah rasa
percaya pihak bank kepada peserta Pembiayaan Usaha Syariah bahwasnya
mereka akan mengembalikan pembiayaan sesuai dengan batas waktu yang
telah ditentukan”.”

Asas saling percaya adalah asas amanah. Asas amanah merupakan
bentuk kepercayaan yang timbul karena adanya itikad baik dari masing-

masing pihak untuk mengadakan akad.®

3. Asas Sederajat

® Nur Khanan, wawancara (Mojokerto, 18 Februari 2016)
8 Burhanuddin S, Hukum Kontrak ..., h. 45
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Menurut Kepala BAZNAS Kota Mojokerto dan staff administrasi
BAZNAS Kota Mojokerto, asas sederajat adalah asas yang penting. Asas
Sederajat dalam hal ini yakni antara BAZNAS Kota Mojokerto, PT. BPRS
Kota Mojokerto dan Peserta Pembiayaan Usaha Syariah memiliki kedudukan
yang sama, artinya tidak ada dari salah satu pihak yang merasa paling unggul
diantara pihak yang lain.®*

Selain itu, Asas Sederajat dalam perjanjian ini juga merupakan sistem
gotong royong, yang berbentuk kerjasama antara Badan Amil Zakat Nasional
Kota Mojokerto dengan PT.BPRS Kota Mojokerto. Dalam hal ini, sistem
gotong royong yang dimaksud adalah antara Badan Amil Zakat Nasional Kota
Mojokerto dengan PT.BPRS Kota Mojokerto dalam memberikan pembiayaan
kepada para peserta Pembiayaan Usaha Syalriah”.82

Uraian di atas menunjukkan bahwa pihak pertama yakni PT. BPRS
Kota Mojokerto selaku shohibul méal dalam pembiayaan ini, memberikan
modal bagi para peserta Pembiayaan Usaha Syariah, sedangkan Badan Amil
Zakat Nasional Kota Mojokerto selaku pihak kedua menjamin biaya margin,
administrasi, dan juga asuransi para peserta Pembiayaan Usaha Syariah.
Sistem gotong royong ini timbul ketika para pihak memberikan pengawasan
terhadap perkembangan usaha para peserta Pembiayaan Usaha Syariah, selain
memberikan pengawasan para pihak juga memberikan edukasi berupa
tanggung jawab para peserta Pembiayaan Usaha Syariah dalam melakukan

pinjaman modal.

81 Wuliyono, wawancara, (Mojokerto, 25 April 2016)
# Nur Khanan, wawancara (Mojokerto, 18 Februari 2016)
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Asas sederajat tidak hanya mencakup pada sistem gotong royong, akan
tetapi asas ini juga berlaku pada pengaplikasian kesetaraan nasabah terhadap
pemberian dana pembiayaan. Dana pembiayaan ini tidak hanya diberikan pada
warga yang miskin, akan tetapi pembiayaan ini juga diberikan kepada warga
Kota Mojokerto yang dirasa mampu, namun membutuhkan dana untuk
mengembangkan usahanya. Sehingga dana yang diberikan oleh Badan Amil
Zakat Nasional Kota Mojokerto dalam menanggung biaya margin,
administrasi dan juga asuransi, diambilkan dari dana infag dan juga shodagah
bukan dari dana zakat. Selain itu, dana pembiayaan tidak hanya diberikan
kepada masyarakat muslim saja, namun masyarakat non muslim juga bisa
menjadi peserta Pembiayaan Usaha Syariah apabila telah memenuhi syarat
yang ditentukan oleh PT. BPRS Kota Mojokerto.

4. Asas Saling Menguntungkan

Menurut Staff Administrasi BAZNAS Kota Mojokerto, asas saling
menguntungkan adalah asas yang penting bagi kedua belah pihak. Asas Saling
Menguntungkan yang dimaksud dalam Program Pembiayaan Usaha Syariah
ini yakni kerjasama ini bertujuan untuk mendapatkan dua keuntungan yakni
keuntungan duniawi berupa keuntungan finansial dan juga keuntungan sosial,
serta keuntungan yang kedua yakni keuntungan akhirat. Sehingga dalam
kerjasama yang dilakukan antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto
dengan PT.BPRS Kota Mojokerto merupakan kerjasama yang berlandaskan

hukum Islam”.%®

® Nur Khanan, wawancara (Mojokerto, 18 Februari 2016)
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwasanya keuntungan yang
diperoleh dalam kerjasama ini yang berupa keuntungan finansial dan sosial
bagi PT. BPRS Kota Mojokerto dan keuntungan sosial bagi Badan Amil Zakat
Nasional Kota Mojokerto. Keuntungan finansial yang dimaksud dalam hal ini
meliputi biaya margin, administrasi, dan juga asuransi yang diberikan oleh
Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto melalui dana infaq kepada PT.
BPRS Kota Mojokerto. Sedangkan keuntungan sosial yang diterima oleh PT.
BPRS Kota Mojokerto yakni PT.BPRS Kota Mojokerto merupakan bank yang
relatif baru yakni didirikan pada tahun 2011, sehingga secara tidak langsung
PT.BPRS Kota Mojokerto terpromosikan. Keuntungan sosial yang diterima
olen Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto yakni berupa Program
Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dalam mengentaskan kemiskinan
dan pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa melalui usaha yang produktif telah
terbantu, sehingga penyaluran dana infaq dan shodagah telah sesuai serta tepat
sasaran.

Menurut Kepala BAZNAS Kota Mojokerto, bahwa dengan adanya
Program Pembiayaan Usaha Syariah yang diberikan kepada para pelaku
usaha, maka bagi para pelaku usaha yang telah sukses dalam bidang
perdagangannya, memberikan dana infag dan shodagahnya kepada Badan
Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto yang kemudian dana tersebut dapat
digunakan kembali dalam Program Pembiayaan Usaha Syariah untuk pelaku
usaha yang masih membutuhkan. Selain itu, pelaku usaha yang telah menjadi

produktif memberikan zakatnya kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota
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Mojokerto, sehingga jumlah muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Kota
Mojokerto menjadi bertambah”.3

Asas saling menguntungkan diibaratkan dengan asas maslahah. Karena
pada hakekatnya, tujuan mengadakan akad ialah untuk mencapai
kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Pengertian maslahat dalam Islam
meliputi dimensi kehidupan dunia dan akhirat.*

Program Pembiayaan Usaha Syariah ini telah banyak memberikan
kemaslahatan bagi para pihak yang terkait. Baik itu Badan Amil Zakat
Nasional Kota Mojokerto, PT. BPRS Kota Mojokerto, dan Peserta
Pembiayaan Usaha Syariah yang berupa keuntungan dunia dan keuntungan
akhirat.

C. Mekanisme dan Akad Kerjasama antara BAZNAS dengan PT. BPRS
Kota Mojokerto Tinjauan Hukum Islam
1. Mekanisme Pembiayaan Usaha Syariah
Pembiayaan Usaha Syariah merupakan kegiatan pembiayaan
kepada pelaku UKM dan IKM oleh PT. BPRS Kota Mojokerto dengan
sistem akad muradbahah yang beban biaya margin, asuransi dan
administrasinya ditanggung oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota
Mojokerto menggunakan dana infaq dan shodagah.®® Dasar hukum dari
adanya Program ini adalah Peraturan Daerah Kota Mojokerto No.3 Tahun

2010 Tentang Pengelolaan Zakat, Infag, dan Shodagah yang kemudian

# Wuliyono, wawancara, (Mojokerto, 25 April 2016)

8 Burhanuddin S, Hukum Kontrak ..., h.46

% Abdul Majid, Kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bulletin Al-Ashnaf, Triwulan I,
Edisi 15, 2015,h. 5
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diaplikasikan dengan MoU yang telah ditanda tangani oleh para pihak

yang bersangkutan. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 3, yang

menyatakan bahwa pengelolaan ZIS (Zakat Infaq dan Shodagah) bertujuan

untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya

mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan

sosial, memperbaiki dan / atau meningkatkan taraf hidup masyarakat serta

meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infag dan shodagah.

Sebagaimana dalam setiap Program itu memiliki kriteria dan syarat

masing-masing, begitu pula dalam Program Pembiayaan Usaha Syariah ini

memiliki Kriteria persyaratan antara lain :

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

Nasabah adalah warga Pemerintah Kota Mojokerto.
Memiliki usaha dengan aset kurang dari Rp. 250 juta.
Plafon pembiayaan Rp. 750.000,- s/d Rp.10.000.000,-
Jangka waktu 12 -18 kali angsuran. Maksimal pengangsuran yaitu
24 kali.
Penyaluran dana berdasarkan sistem :
a. Jumlah kelompok 5 s/d 7 anggota per kelompok.

b. Perorangan ( untuk plafon Rp. 5s/d 10 jt)

Tidak memiliki tunggakan pinjaman pada Diskoperindag Kota
Mojokerto
Bersedia membuka rekening tabungan pada PT.BPRS Kota

Mojokerto
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8) Telah memperoleh rekomendasi tertulis dari Diskoperindag dan
Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto.
9) Menyerahkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
a. Foto copy KTP suami dan istri,
b. Kartu keluarga dan surat nikah,
c. Surat keterangan usaha, minimal dari kelurahan setempat,
d. Surat keterangan domisili,
e. Jaminan sertifikat asli dan/atau BPKB asli, dan
f. Materai Rp 6.000 sebanyak 4 lembar.
Mekanisme pengajuan Program Pembiayaan Usaha Syariah dapat
dicermati dari uraian berikut ini:

1) Peserta Pembiayaan Usaha Syariah yang mengajukan bantuan Program
Pembiayaan Usaha Syariah harus menyerahkan kelengkapan
persyaratan yang sudah ditentukan di atas kepada Badan Amil Zakat
Nasional Kota Mojokerto.

2) Setelah itu devisi pengumpulan dan pelaporan Badan Amil Zakat
Nasional Kota Mojokerto membawa berkas yang sudah dilengkapi
peserta Pembiayaan Usaha Syariah ke Diskoperindag Kota Mojokerto.

3) Saat berkas diperiksa Diskoperindag Kota Mojokerto maka,
Disperindag Kota Mojokerto melihat ulang riwayat data yang dimiliki
Disperindag apakah peserta Pembiayaan Usaha Syariah tersebut
memiliki tunggakan yang belum dilunasi pada Disperindag Kota

Mojokerto. Jika peserta Pembiayaan Usaha Syariah mempunyai
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tunggakan maka, pengajuan bantuan tersebut tidak akan direkomendasi
untuk realisasi dan jika dinyatakan lolos maka, selanjutnya berkas
persyaratan Program Pembiyaan Usaha Syariah dan surat persetujuan
dari Disperindag diserahkan kepada PT. BPRS Kota Mojokerto
bersamaan dengan surat rekomendasi dari Diskoperindag Kota
Mojokerto.

4) Setelah itu PT.BPRS akan mencairkan dana yang diajukan peserta
Pembiayaan Usaha Syariah.

5) Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto menanggung biaya
margin, asuransi dan administrasinya.®’

Pengaplikasian Pembiayaan Usaha Syariah tidak hanya
diberlakukan bagi masyarakat miskin saja, akan tetapi diberikan kepada
masyarakat yang mampu yang memang membutuhkan biaya dalam
pengembangan usaha. Selain itu, Pembiayaan Usaha Syariah ini juga
berlaku bagi masyarakat non muslim yang berdomisili di Kota
Mojokerto.?® Dalam hal pendanaan ini, BAZNAS Kota Mojokerto
mengambil dana infag dan shodagah sebagai wujud pengaplikasian
program peningkatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Sehingga

dana infaq dan shodagah berfungsi sebagaimana mestinya.

Selain itu, terdapat pula kekurangan dan kelebihan dari Program
Pembiayaan Usaha Syariah ini. Berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan oleh peneliti kepada staff administrasi BAZNAS Kota

¥ Nur Khanan, wawancara (Mojokerto, 18 Februari 2016)
* Nur Khanan, wawancara (Mojokerto, 18 Februari 2016)
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Mojokerto bahwasanya Kekurangan dari Program Pembiayaan Usaha
Syariah ini yakni terletak pada akad murabahah yang dilakukan oleh PT.

BPRS Kota Mojokerto dengan peserta Pembiayaan Usaha Syariah”.%

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa akad murébahah
dalam Pembiayaan Usaha Syariah ini menggunakan model pembiayaan
yang mana pihak bank mewakilkan kepada peserta Pembiayaan Usaha
Syariah untuk membeli sendiri barang-barang yang dibutuhkan dalam
pengembangan usaha mereka. Kemudian peserta Pembiayaan Usaha
Syariah menyerahkan kwitansi pembayaran barang-barang yang telah

dibelinya kepada bank, sehingga terjadilah akad murabahah tersebut.

Hal ini sebenarnya telah sesuai dengan akad murabahah dalam
Kompilasi Hukum Ekonomi Islam pasal 119, namun sistem ini masih
memiliki kekurangan karena pihak bank tidak langsung memberikan
kebutuhan para peserta Pembiayaan Usaha Syariah. Alasan pihak bank
tidak bisa memenuhi kebutuhan para peserta Pembiayaan Usaha Syariah
secara langsung dikarenakan, barang-barang yang dibutuhkan nasabah
masih bersifat variatif, sehingga bank merasa kualahan untuk

memenuhinya. Misalnya pembiayaan bagi usaha pedagang kelontong.

Kelebihan yang dimiliki Pogram Pembiayaan Usaha Syariah ini
antara lain, yang pertama yakni Program ini masih bersifat original,

artinya Program ini merupakan Program tunggal yang ada di Indonesia

* Nur Khanan, wawancara (Mojokerto, 18 Februari 2016)
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khususnya di Jawa Timur.®® Hal ini dibuktikan pula dengan diterimanya
sebuah Penghargaan Pelopor Inklusi Keuangan Kategori Pemerintah
Daerah pada tanggal 15 Januari 2016 oleh KH. Mas’ud Yunus selaku
Walikota Mojokerto sekaligus Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota
Mojokerto (periode 2010-2015) yang merupakan penggagas berdirinya

Program Pembiayaan Usaha Syariah ini.

Berdasarkan inovasinya ini, Ketua Dewan Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) telah mengapresiasi langkah KH. Mas’ud Yunus
dalam menerbitkan berbagai peraturan daerah yang mendukung keuangan
syariah dan mendirikan 2 LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah)
yang pertama di Jawa Timur agar dapat meningkatkan akses keuangan dan
mensejahterakan masyarakat. Saat ini Program Pembiayaan Usaha Syariah
telah menjadi kajian Pemerintah Pusat untuk menjadi pilot project dalam
memberikan modal usaha kecil berbasis syariah. Sehingga dapat
memperkuat ekonomi daerah dalam menopang pertumbuhan ekonomi

nasional.®*

Tingkat kesuksesan dari program Pembiayaan Usaha Syariah ini
ditunjukkan pula dalam undangan Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar
kepada KH. Mas’ud Yunus selaku Walikota Mojokerto sekaligus Ketua

Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto (periode 2010-2015) untuk

% Nur Khanan, wawancara (Mojokerto, 18 Februari 2016)

%! Surabayapost,”Berita Program Pusyar Mas’ud Yunus Jadi Kajian Pemerintah Untuk Permodalan
Usaha Kecil Berbasis Syariah”,surabayapost.net/berita-program-pusyar-mas’ud-yunus-jadi-kajian-
pemerintah-untuk-permodalan-usaha-kecil-berbasis-syariah/,diakses tanggal 28 Januari 2016
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menghadiri  pelantikan pengurus BAZNAS Kota Kediri. Karena
kesuksesan BAZNAS Kota Mojokerto dengan perolehan penghargaan dan
prestasi bidang pengelolaan zakat. Salah satu penghargaan yang diterima
yakni terkait dengan Pembiayaan Usaha Syariah. Sehingga Kota Kediri
mengadobsi Managemen BAZNAS Kota Mojokerto termasuk dalam hal

terobosan Pembiayaan Usaha Syariah.”

Kelebihan yang kedua yakni Program Pembiayaan Usaha Syariah
ini sangat Pro Rakyat. Artinya program ini sangat membantu dan

meringankan warga Kota Mojokerto dalam melakukan pembiayaan”.93

Kemudahan yang diberikan antara lain, para peserta Pembiayaan
Usaha Syariah hanya mengembalikan uang pokok yang dpinjam tanpa
harus mengembalikan biaya margin, administrasi dan juga asuransi kepada
bank, karena biaya tersebut telah ditanggung oleh Badan Amil Zakat
Nasional Kota Mojokerto. Selain itu, waktu yang diberikan oleh bank
dalam membayar angsuran pengembalian pinjaman, cukup panjang antara
12 hingga 18 kali angsuran, maksimal pengembalian angsuran adalah 24

kali.

Kelebihan yang terakhir yakni Program ini berbasis Syariah.
Selain memberikan banyak kemudahan dan keringanan bagi masyarakat

Kota Mojokerto, program ini juga memberikan rasa aman bagi peserta

%2 Abdul Majid, Kota Kediri Adopsi Manajemen Baznas Kota Mojokerto, Bulletin Al-
Ashnaf, Triwulan 11 & 11, Edisi 16, 2015,h. 3
* Nur Khanan, wawancara (Mojokerto, 18 Februari 2016)
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Pembiayaan Usaha Syariah dan juga para pihak yang terlibat dalam
kerjasama ini”.”* Berdasarkan uraian tersebut bahwasanya program ini
telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terbebas dari riba. Program
Pembiayaan Usaha Syariah ini selain dapat memberikan rasa aman, dapat
pula memberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat bagi para pihak-
pihak yang terkait karena pembiayaan yang dilakukan telah terbebas dari

unsur riba, dan telah mengacu pada prinsip ta ‘awun (tolong menolong).

Program Pembiayaan Usaha Syariah ini memang terlihat
sempurna, disamping memberikan banyak keringanan bagi warga Kota
Mojokerto, Program ini juga merupakan program pembiayaan yang
berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yang dapat memberikan rasa
aman berupa keselamatan di dunia dan di akhirat bagi para pihak yang
melakukan kerjasama serta bagi para peserta Pembiayaan Usaha Syariah.
Namun dalam mencapai suatu kesempurnaan tidak terlepas dari hambatan.
Begitu pula Program Pembiayaan Usaha Syariah ini, dalam mencapai
kesuksesannya ada berbagai hambatan yang harus dilalui oleh para pihak

yang terkait dengan Pembiayaan Usaha Syariah ini.

Kendala pertama pada penyebaran informasi yang sangat terbatas.
Karena sekitar tahun 2012, awal mula Pembiayaan Usaha Syariah ini
didirikan, banyak warga Kota Mojokerto yang tidak mengetahui tentang
informasi tersebut. Dikarenakan kebudayaan masyarakat Indonesia yang

apabila ada hal-hal tentang informasi tidak mudah ditularkan. Meskipun

** Nur Khanan, wawancara (Mojokerto, 18 Februari 2016)
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dari pihak Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto sendiri telah
mensosialisasikan hal ini dalam setiap kesempatan, namun tetap saja
warga Kota Mojokerto masih banyak yang belum mengetahui tentang

informasi ini.%®

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya kendala pada penyebaran
informasi  didasarkan pada kebudayaan masyarakat yang hanya
mengetahui informasi dari mulut ke mulut, namun hal tersebut dirasa
kurang efektif. Karena apabila warga yang jarang atau bahkan kurang
bersosialisasi di mayarakat, maka mereka tidak dapat mengetahui
informasi tersebut. Meskipun pihak yang terkait selalu menyebarkan

informasi tersebut dalam setiap kegiatan.

Kendala yang kedua yakni pada pengumpulan berkas dalam
pengajuan menjadi peserta Pembiayaan Usaha Syariah. Ketika berkas yang
diajukan kurang lengkap, maka dana yang akan diterima oleh peserta
Pembiayaan Usaha Syariah belum bisa dicairkan, karena kelengkapan
berkas menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh calon peserta Pembiayaan
Usaha Syariah agar dapat menerima dana yang diperlukan. Semisal satu
minggu adalah waktu pencairan dana, namun karena banyaknya berkas
yang belum lengkap sehingga para pihak lebih memfokuskan pada

kelengkapan berkas dan dana tidak bisa dicairkan pada waktu tersebut «.%

* Nur Khanan, wawancara (Mojokerto, 18 Februari 2016)
*® Nur Khanan, wawancara (Mojokerto, 18 Februari 2016)
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2. Akad Kerjasama antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS
Kota Mojokerto

Akad kerjasama antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT.
BPRS Kota Mojokerto bahwasanya dalam perjanjian kerjasama yang
dilakukan oleh para pihak tidak ada akad secara tertulis yang
mengikutinya. Sekitar tahun 2012, awal dibentuknya Program Pembiayaan
Usaha Syariah, pihak-pihak yang terkait telah mengajukan pertanyaan
kepada DSN MUI mengenai akad kerjasama antara BAZNAS Kota

Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto.

Ketiga akad yang menjadi usulan para pihak yakni akad ju aldh,
hawalah mutlagah dan Dhaman. Namun yang menjadi objek kajian
peneliti hanya dua akad saja yakni akad ju’aldh dan hawélah mutlagah.
Hal ini dikarenakan akad Dhaman tidak termuat dalam Fatwa DSN-MUI,
sehingga peneliti hanya mengambil dua akad sebagai kajian objek
penelitian. DSN MUI telah memberikan persetujuan apabila ketiga akad
tersebut menjadi dasar perjanjian kerjasama ini, namun persetujuan yang
diberikan olen DSN MUI hanyalah secara lisan. Dan sekitar tahun 2015,
Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Kota Mojokerto mengajukan surat
rekomendasi kepada DSN MUI mengenai kejelasan akad kerjasama antara

BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT.BPRS Kota Mojokerto.

Menurut DPS PT. BPRS Kota Mojokerto, bahwa Surat balasan
dari DSN MUI baru diterima sekitar bulan Februari 2016 yang

menyatakan bahwasanya akad yang ada dalam Program Pembiayaan
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Usaha Syariah ini hanyalah akad Murabahah antara PT.BPRS Kota
Mojokerto dengan peserta Pembiayaan Usaha Syariah. Sedangkan terkait
dengan kerjasama antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS
tidak diperbolehkan ada akad, dan perjanjian hanya tertulis secara legal
formal tanpa disertai dengan jenis akad “.%" Sehingga akad hanya bersifat

ucapan tanpa adanya kesepakatan secara tertulis.

Berdasarkan uraian di atas muncul permasalahan baru terkait
dengan jenis perjanjian kerjasama yang digunakan. Dalam perjanjian ini,
terdapat dua pendapat mengenai jenis perjanjian kerjasama ini. Hasil
wawancara yang peneliti lakukan dengan dua narasumber terkait dengan
jenis perjanjian kerjasama ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa
Perjanjian kerjasama ini merupakan perjanjian biasa karena secara
simbolis perjanjian ini tidak memenuhi syarat perjanjian syariah”.*® Akan
tetapi, pendapat lain mengatakan bahwa Perjanjian ini merupakan
perjanjian syariah karena secara otomatis apabila perjanjian yang
dilakukan dengan akad syariah maka jenis perjanjian kerjasama tersebut

merupakan perjanjian kerjasama syariah”.99

Perjanjian kerjasama ini sifatnya belum jelas, karena pihak yang
terlibat di dalamnya memiliki jawaban yang berbeda. Sehingga perjanjian
kerjasama yang harus digunakan dalam perjanjian ini adalah perjanjian

syariah. Hal ini dilandasi dengan beberapa faktor : a) kedua lembaga

% Imaduddin,wawancara, (20 Februari 2016)
% Nur Khanan, wawancara, (Mojokerto, 25 April 2016)
* Wuliyono, wawancara, (Mojokerto, 25 April 2016)
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tersebut adalah lembaga yang berbasis syariah, seharusnya perjanjian yang
mengikat haruslah termasuk perjanjian syariah. b) kerjasama ini
menggunakan akad syariah yaitu murébahah sehingga kerjasamanya juga
harus kerjasama syariah. Adapun yang termasuk dalam anatomi

penyusunan kontrak syariah adalah sebagai berikut :

a. Judul perjanjian

Perjanjian kerjasama ini diawali dengan judul “Perjanjian
Kerjasama Antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto
dengan Badan Amil Zakat Kota Mojokerto” yang akan menyebutkan isi
dari perjanjian secara umum. Akan tetapi, dalam perjanjian syariah ini,
tidak terdapat simbol yang menjadi ciri khas dari suatu perjanjian syariah
yakni kata bismillahirrohmanirrahim. Pencantuman lafadz bismillah
dalam penyusunan kontrak syariah, dimaksudkan agar pelaksanaan
kontrak mempunyai nilai ibadah. '®Sebagaimana dalam sebuah literatur
yang menyatakan bahwa dalam kontrak syariah, sebelum judul, terdapat
simbol pernyataan filosofis, yaitu menggunakan: a)
bismillahirrohmanirrahim; sejumlah kontrak yang diteliti menggunakan
menuliskannya dengan huruf Arab lengkap dengan baris-syakalnya,
sementara sejumlah kontrak lain menuliskan "basmallah™ dengan huruf
latin; dan b) menuliskan terjemahan ayat Quran yang dianggap relevan

dengan isi kontrak. ™™

1% Burhanuddin S.,Hukum Kontrak Syariah, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2009), h. 190
101 5ypardan Modeong, Teknik Perundang-undangan di Indonesia, (Jakarta: PT Perca. 2005), h.

58-59
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Setelah lafadz bismillah perlu dicantumkan pula ayat-ayat al-
Qur’an yang berkenaan dengan akad. Penyusunan ayat-ayat tersebut dalam
penyusunan kontrak syariah merupakan keharusan, terutama sebagai
peringatan bagi para pihak agar menunaikan hak dan kewajiban. %

b. Komparisi

Komparisi adalah identitas para pihak yang menandatangani akta
perjanjian untuk dan atas nama siapa.'® Setelah kata-kata: “kami yang
bertanda tangan di bawah ini ** sebagaimana contoh yang telah disebutkan

di atas, kemudian dilanjutkan penyebutan keterangan para pihak.'%*

Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan orang atau para

pihak meliputi :

1) Identitas para pihak yang memuat tentang nama, pekerjaan dan
domisili. Penyebutan para pihak dan kedudukan masing-masing harus
jelas, dalam pengertian apakah mereka bertindak untuk dan atas nama
diri sendiri atau mewakili perseorangan atau badan hukum.

2) Keterangan / bukti yang menjadi dasar kewenangan untuk bertindak
hukum, terutama jika untuk dan atas nama badan usaha / perusahaan.

3) Kedudukan masing-masing pihak kemudian sering ditulis dengan

sebutan misalnya: “ Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut pembeli

“«“

' Burhanuddin S.,Hukum Kontrak Syariah,... , h.190

103

Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum,

(Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2010), h. 57
1% Burhanuddin S.,Hukum Kontrak Syariah, ..., h. 192
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Dalam perjanjian ini, komparisi yang terjadi adalah untuk dan atas
nama badan hukum. Hal ini telah sesuai dengan teori yakni adanya jabatan
yang disebutkan, alamat kantor pejabat yang menandatangani perjanjian,
dan secara tegas menyebutkan “ dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama badan hukum berdasarkan surat kuasa (pejabat yang berwenang)
nomor, tanggal, bulan, tahun, untuk selanjutnya disebut..... ” , serta telah
mencantumkan nomor dan tanggal akta notaris.

Selain itu, pada komparisi terdapat kata sepakat yang
menggambarkan bahwasanya adanya keridhaan dari kedua belah pihak
yang melakukan perjanjian kerjasama. Hal ini sesuai dengan syarat
hawéalah mutlagah yakni ada persetujuan (ridha) dari pihak pertama dan
juga pihak kedua.'® Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh
peneliti kepada Penasehat BAZNAS Kota Mojokerto bahwa Asal dari
pemindahan hutang dengan syarat orang yang dihutangi ridha terhadap
akad tersebut”.'® Sehingga bagian komparisi telah sesuai dengan
ketentuan syariah.

c. Konsideran

Pada bagian ini memuat tentang pernyataan maksud dan tujuan dari
masing-masing pihak yang menjadi bahan pertimbangan untuk
mengadakan penyusunan kontrak. Dalam penyusunan kontrak syariah,

sebelum masuk tahap negosiasi untuk penyusunan materi kontrak, maka

105 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figh Muamalat), (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2003), h. 223

106

Muhammad Rofi’i Ismail, wawancara,(Mojokerto, 19 Februari 2016)
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biasanya para pihak mengemukakan maksud dan tujuan dari pertemuan

107

mereka.”" Contohnya:

Dengan ini para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai

berikut :

Bahwa dalam rangka pengadaan peralatan produksi, PT. Industri
Kerajian Mandiri sebagai NASABAH pembiayaan bermaksud mengajukan
kerjasama untuk mengadakan kontrak pembiayaan musyarakah dengan

sistem bagi hasil (syirkah) dengan PT. Bank Muamlah Indonesia.

Namun dalam Perjanjian Kerjasama antara Badan Amil Zakat
Nasional Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto, bagian
maksud dan tujuan dari pertemuan terletak pada isi perjanjian berbentuk

pasal-pasal bukan pada bagian konsideran.

d. lIsi
Pada bagian isi kontrak, ruang lingkup ketentuan pasal dapat dibagi

menjadi dua, yaitu :

1) Ketentuan Umum : berisi tentang definisi dari seluruh istilah penting
yang digunakan dalam kontrak. Pemberian definisi dimaksudkan untuk
menjelaskan kepada para pihak sehingga nantinya dalam pelaksanaan
kontrak tidak menimbulkan kesalahpahaman. Karena itu dengan
adanya kejelasan tersebut, maka tidak ada alasan bagi para pihak untuk

menyakahi ketentuan yang telah dibuat.

% Burhanuddin S.,Hukum Kontrak Syariah,... , h. 193
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2) Ketentuan pokok : dalam ketentuan ini, isi kontrak syariah dapat
dibagi dua, yaitu :

a) Kilausula transaksional, yaitu bagian pasal-pasal yang memuat
tentang persyaratan yang berkaitan dengan akad-akad tertentu yang
digunakan.

b) Klausula antisipasi, yang berisi materi pasal-pasal yang memuat
tentang upaya hukum dalam penyelesaian sengketa.'®®
Isi dari perjanjian kerjasama ini terdapat beberapa pasal yakni pasal

1 tentang ketentuan umum. Sedangkan pasal 2 sampai dengan pasal 6
merupakan klausula transaksional. Serta pada pasal 7 merupakan klausula
antisipasi yang menjelaskan penyelesaian perselisihan, pasal 8 dan pasal 9
merupakan bagian penutup.

Apabila dalam isi Perjanjian dikaitkan dengan Hukum Islam maka
pada pasal 4 ayat 4 point ke 2 yakni Memberikan pinjaman kepada UKM
dan IKM pelaku usaha produk Kota Mojokerto peserta Program PUSYAR
UNGGULAN minimal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) s.d Rp.
50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan akad muradbahah yang
sudah direkomendasikan kedua belah pihak. Dari bunyi pasal tersebut,
terbukti bahwa upah yang dijanjikan bernilai dan jelas jumlahnya, hal ini
telah sesuai dengan ketentuan syarat sah ju'aldh.'®® Bernilai yang
dimaksud adalah berupa uang. Sedangkan jelas jumlahnya yakni nominal

jumlah uangnya, hal ini telah sesuai dengan syariah.

1% Burhanuddin S.,Hukum Kontrak Syariah, ..., h. 196
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Kemudian pada ayat 4 point ke 3 yakni waktu pengembalian
pinjaman kepada UKM dan IKM Pelaku Usaha Produk Unggulan Kota
Mojokerto peserta Program PUSYAR UNGGULAN selama maksimal 24
kali angsuran. Bunyi pasal tersebut terbukti bahwa adanya waktu
pengembalian sesuai dengan syarat dari akad ju’aldh menurut Ulama
Hambali yang mengharuskan adanya pembatasan waktu.**°

Pasal 4 ayat 5 yang menyatakan bahwa pihak pertama dalam
memberikan pinjaman kepada UKM dan IKM Pelaku Usaha Produk
Unggulan Kota Mojokerto peserta PROGRAM PUSYAR UNGGULAN
diberikan khusus kepada UKM dan IKM Pelaku Usaha Produk Unggulan
Kota Mojokerto kepada UKM dan IKM Pelaku Usaha Produk Unggulan
Kota Mojokerto yang mempunyai usaha catering dan makanan ringan, alas
kaki, batik, handicraft serta kapal pinishi. Dalam ayat tersebut telah sesuai
dengan syarat ju'aldh yang menyatakan bahwa jenis pekerjaan ju’aldh
haruslah spesifik, walaupun berbilang. ***

Adapun dalam pasal 7 terkait dengan penyelesaian sengketa, dalam
perjanjian kerjasama ini penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan
Negeri. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada

Kepala BAZNAS Kota Mojokerto bahwa Para pihak boleh memilih

tempat untuk menyelesaian sengketa, dan hal ini juga telah disetujui oleh
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DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan juga OJK (Otoritas Jasa
Keuangan)”.112

Terkait dengan hasil wawancara diatas, bahwasanya apabila
mengacu pada UU No 28 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
penyelesaian sengketa dilakukan dalam lingkungan Pengadilan Agama,
akan tetapi dalam ayat selanjutnya menerangkan bahwa apabila para pihak
yang melakukan kerjasama telah memperjanjikan penyelesaian sengketa
selain di Pengadilan Agama, maka penyelesaian sengketa boleh dilakukan
ditempat yang telah menjadi kesepakatan dalam akad antara kedua belah
pihak. Sehingga hal ini telah sesuai dengan prinsip syaria, dan secara garis
besar bagian isi dari Perjanjian Kerjasama ini telah sesuai dengan
ketentuan syariah.
e. Penutup

Penutup merupakan bagian akhir dari penyusunan kontrak. Bagian

penutup dalam penyusunan kontrak akan memuat tentang:

1) Pernyataan yang menekankan bahwa kontrak merupakan alat
bukti. Misalnya pernyatan:” Perjanjian ini dibuat dalam rangkap
2 (dua) masing-masing cukup bermaterai dan mempunyai
kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.”

2) Merupakan tempat pembuatan dan penandatanganan surat kontrak.

Misalnya  pernyataan:”’Demikianlah  kontrak ini  dibuat,

112

Wuliyono, wawancara, (Mojokerto, 25 April 2016)
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ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta, pada
Hari.....Tanggal.....Tahun..... “

3) Tempat penyebutan para saksi dalam kontak. Kesaksian
merupakan persoalan yang mirip dalam hukum kontrak syariah.
karena saksi adalah orang yang menyampaikan perkara yang
dilihatnya untuk membuktikan suatu kebenaran. Untuk dapat
menjadi saksi harus memenuhi syarat-syarat kecakapan bertindak

hukum, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.***

Adapun dalam perjanjian ini hanya mencantumkan point 1 saja
yakni penegasan bahwa kontrak tersebut sebagai alat bukti yang dibuat
rangkap 4, 2 diantaranya asli dan bermaterai, serta mempunyai kekuatan
hukum bagi yang melakukan perjanjian. Sedangkan pada point 2 dan 3
belum dicantumkan. Selain itu pada pasal 7 yang merupakan ketentuan
lain-lain dalam penyusunan kontrak syariah, hal ini termasuk dalam bagian

penutup. Contohnya :

1) Apabila ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam akad ini, maka
NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara
musyawarah untuk suatu addendum.

2) Tiap addendum dari akad ini, merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan satu sama lainnya dalam akad ini.

13 Byrhanuddin S.,Hukum Kontrak Syariah, ..., h. 207



101

3) Surat akad ini dibuat dan ditandatangani oleh NASABAH dan BANK
di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang
masing-masing berlaku sebagai aslinya.**

Sehingga dapat dikatakan bahwa bagian penutup belum
sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan hal tersebut, apabila perjanjian kerjasama yang
dilakukan antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota
Mojokerto ditinjau dari akad ju'aldh, hawalah al-muthlagah, maka
diperoleh hasil beberapa analisis.

Pertama, dari aspek ucapan yang digunakan dalam akad ju aldh
bahwa menurut Ulama Maliki, Syafi’i dan Hambali berpendapat yakni
bentuk akad ju 'alah dipandang sah apabila ada ucapan (sighah) dari pihak
yang menjanjikan upah atau hadiah, yang isinya mengandung izin bagi
orang lain untuk melaksanakan perbuatan yang diharapkan dan jumlah
upah yang jelas. Selain itu ju aldh dipandang sah, walaupun hanya ucapan
ijab saja yang ada, tanpa ada ucapan kabul (cukup sepihak).'* Apabila
dikaitkan dengan perjanjian kerjasama ini, maka dalam perjanjian ini telah
terjadi ijab gabul antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS
Kota Mojokerto secara lisan.

Kedua, dari aspek syarat dalam pandangan akad ju 'alah, diperoleh

beberapa temuan.

" Burhanuddin S.,Hukum Kontrak Syariah, ..., h. 207-208
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Orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap
untuk melakukan tindakan hukum, yaitu : baligh berakal dan cerdas.
Dengan demikian anak-anak, orang gila dan orang yang berada
dibawah pengampuan tidak sah melakukan ju aldh.

Jika dilihat dari syarat pertama bahwa orang yang menjanjikan upah
haruslah orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Dalam hal ini,
BAZNAS Kota Mojokerto selaku pihak yang menjanjikan upah
merupakan orang-orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum
yang telah baligh, berakal dan juga cerdas. Dan bukan pula termasuk
orang gila, anak-anak, maupun orang yang ada dalam pengampuan.
Sebagaimana dalam Fatwa DSN MUI No0:62/DSN-MUI/XI11/2007
tentang akad ju’alah yang menyatakan bahwa pihak ja’il harus
memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (muthlag al-tasharruf)
untuk melakukan akad.

Upah atau hadiah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang
bernilai harta dan jelas juga jumlahnya. Harta yang haram tidak
dipandang sebagai harta yang bernilai (Madzhab Maliki, Syafi’i dan
Hanbali).

Jika dilihat dari syarat kedua bahwa upah yang dijanjikan telah tertulis
dalam perjanjian kerjasama yang terjadi antara BAZNAS Kota
Mojokerto dengan PT. BPRS dalam bentuk prosentase.

Sebagaimana dalam Fatwa DSN MUI No:62/DSN-MUI/XI1/2007

tentang akad ju’alah imbalan ju’alah (reward/’iwadh//ju’l) harus
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ditentukan besarannya oleh ja’i/ dan diketahui oleh para pihak pada
saat penawaran.

Pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat
yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut hukum syara’.

Pekerjaan yang dimaksud dalam perjanjian ini yakni pekerjaan para
pelaku usaha UKM dan IKM. terlihat jelas bahwa pekerjaan yang
dilakukan merupakan pekerjaan yang halal dan tidak melanggar syara’
karena apabila pekerjaan tersebut melanggar syara’, maka pihak
BAZNAS Kota Mojokerto dan PT. BPRS akan menolak pengajuan
calon peserta tersebut.

Selain itu, pekerjaan yang dimaksud adalah pemberian modal oleh PT.
BPRS kepada para peserta Pembiayaan Usaha Syariah. sehingga
terlihat jelas bahwa pekerjaan PT. BPRS bermanfaat dan tidak
melanggar hukum.

Sebagaimana dalam Fatwa DSN MUI No0:62/DSN-MUI/XI11/2007
tentang akad ju'aldh adalah objek ju’alah (mahal al-‘agd/maj ul
‘alaih) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syari’ah.
Madzhab Maliki dan Syafi’i menambahkan syarat, bahwa dalam
masalah tertentu, ju aldh tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu,
seperti mengembalikan (menemukan) orang yang hilang. Sedangkan
Madzhab Hambali membolehkan pembatasan waktu.

Dalam hal ini, perjanjian kerjasama ini menganut pada Madzhab

Hambali yang membolehkan adanya pembatasan waktu. Pembatasan



104

waktu yang dimaksud adalah untuk memberikan tanggung jawab
kepada BAZNAS Kota Mojokerto dalam menyetorkan klaim biaya
margin, asuransi, dan juga administrasi, agar PT. BPRS Kota
Mojokerto selaku pemberi dana tidak merasa dirugikan atas janji
tanggungan terhadap pelaku usaha yang telah mendapat dana
pinjaman dari PT. BPRS Kota Mojokerto. Waktu yang ditentukan
adalah satu bulan. Sehingga setiap satu bulan pihak PT. BPRS
memberikan klaim biaya margin, asuransi dan administrasi yang harus
dilunasi oleh BAZNAS Kota Mojokerto.

Namun dalam hal pembiayaan. Perjanjian Kerjasama ini menganut
Madzhab Maliki dan Syafi’i yang tidak membatasi waktu. Hal ini
terbukti bahwa selama perjanjian ini tetap berjalan, maka PT. BPRS
akan tetap membaerikan pinjaman kepada peserta Pembiayaan Usaha
Syariah yang telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

5) Madzhab Hambali menambahkan, bahwa pekerjaan yang diharapkan
hasilnya itu, tidak terlalu berat, meskipun dapat dilakukan berulang
kali seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah
yang banyak.*

Apabila dilihat dari pekerjaan yang diharapkan, yakni pihak PT.

BPRS Kota Mojokerto memberikan dana pinjaman kepada Peserta

Pembiayaan Usaha Syariah, maka pekerjaan yang dilakukan PT.

BPRS Kota Mojokerto tidaklah berat. Karena sudah merupakan

® M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi ..., h. 269-270
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kewajiban dari PT. BPRS Kota Mojokerto selaku lembaga keuangan
yang melakukan pembiayaan.

Sebagaimana dalam Fatwa DSN MUI No0:62/DSN-MUI/XI11/2007
tentang akad ju'aldh adalah imbalan ju’aldh hanya berhak diterima
oleh pihak maj 'ul lahu apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.
Serta pihak ja il harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika
pihak maj'ul lah menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil
pekerjaan/natijah) yang ditawarkan. Pihak BAZNAS Kota Mojokerto
selaku ja’il telah memberikan imbalan berupa pelunasan biaya
margin, administrasi dan asuransi kepada PT. BPRS Kota Mojokerto
selaku maj 'ul lah.

Ketiga, berkaitan dengan pemberian hadiah Menurut Syafi’i dan
Hambali, pemilik pekerjaan (sayembara) diperbolehkan untuk menambah
atau mengurangi hadiah / upah yang akan diberikan kepada ‘amil. Jika
pekerjaan telah selesai dikerjakan, maka ‘amil berhak mendapatkan upah
yang sepadan.''” Seperti halnya dalam perjanjian kerjasama ini, BAZNAS
Kota Mojokerto selaku pemberi hadiah, memberikan biaya margin,
administrasi dan asuransi sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam
Perjanjian Kerjasama., dan waktu pembayaran biaya margin, administrasi

dan asuransi sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam akad.

Keempat, terkait dengan pembatalan akad ju 'aldh. Menurut Madzhab

Maliki, Syafi’i dan Hambali memandang, bahwa ju 'aldh adalah perbuatan

Y7 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh ...,h. 170
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hukum yang bersifat suka rela. Sehingga pembatalan perjanjian kerjasama

ini, dilakukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Adapun perjanjian kerjasama antara BAZNAS Kota Mojokerto
dengan PT. BPRS Kota Mojokerto apabila ditinjau dari akad hawalah al-

muthlagah, menurut analisis peneliti adalah

Pertama, dilihat dari jenis hawalah, dalam perjanjian kerjasama ini
merupakan perjanjian dengan akad hawalah al-muthlagah. Pemindahan
hutang dalam akad hawélah al-muthlagah yakni pemindahan hutang pihak
muhil kepada muhal ‘alaih tanpa adanya ganti rugi dari pihak muhal
‘alaih. Pihak pertama (muhil) yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah
peserta Pembiayaan Usaha Syariah. Pihak kedua (muhal) adalah PT. BPRS

sedangkan pihak ketiga (muhal ‘alaihi) adalah BAZNAS Kota Mojokerto.

Perjanjian kerjasama dalam Pembiayaan Usaha Syariah ini, tidak ada
hutang muhal ‘alaihi kepada muhil. Sehingga pemindahan hutang yang
terjadi bukanlah pemindahan hutang sebagai ganti rugi, melainkan
pemindahan hutang secara suka rela. Secara teori, rukun dalam akad
hawalah al-muthlagah tidak ada, yang ada hanyalah rukun hawalah pada
umumnya. Sehingga dalam perjanjian kerjasama ini ditinjau dengan rukun

Hawélah pada umumnya.

Kedua, apabila ditinjau dari rukun hawalah. Terdapat beberapa

analisis.
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1) adanya Pihak Pertama (mubhiil), dalam hal ini yang bertindak sebagai
muhiil adalah peserta Pembiayaan Usaha Syariah.

2) adanya Pihak Kedua (muhal), dalam hal ini yang bertindak sebagai
muhal adalah PT. BPRS Kota Mojokerto.

3) adanya Pihak ketiga (muhal ‘alaihi), dalam hal ini yang bertindak
sebagai muhal ‘alaihi adalah BAZNAS Kota Mojokerto.

4) ada hutang pihak pertama (muhiil) kepada pihak kedua (muhal), dalam
hal ini PT. BPRS memberikan pinjaman berupa modal kepada peserta
Pembiayaan Usaha Syariah, sehingga tertulis peserta Pembiayaan
Usaha Syariah telah mempunyai hutang kepada PT. BPRS Kota
Mojokerto.

5) ada hutang pihak ketiga (muhal ‘alaihi) kepada pihak pertama (mubhiil),
dalam hawalah al-muthlagah pihak ketiga tidak memiliki hutang
kepada pihak pertama, sehingga rukun kelima bukanlah termasuk
dalam rukum hawalah al-muthlagah.

6) ada Sighah (pernyataan hawalah).™®Sighah ini terjadi antara BAZNAS
Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto secara lisan saja.

Ketiga, apabila ditinjau dari syarat-syarat hawalah, maka diperoleh

beberapa analisis.

a. Syarat bagi pihak pertama ialah :
¢) Cakap dalam melakukan tindakan hukum, dalam bentuk akad, yaitu

baligh dan berakal. hawalah tidak sah dilakukan oleh anak kecil

18 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi ..., h. 222
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walaupun ia sudah mengerti (mumayiz), ataupun dilakukan oleh
orang gila. Hal ini telah sesuai dengan perjanjian kerjasama, karena
pihak pertama merupakan orang yang memiliki usaha yang akan
dikembangkan, dan harus sesuai dengan syarat yang telah
ditentukan oleh PT. BPRS Kota Mojokerto, sehingga dapat
dikatakan bahwa pihak pertama merupakan orang yang cakap
hukum.

d) Ada persetujuan (ridha). Jika pihak pertama dipaksa untuk
melakukan h&walah, maka akad tersebut tidak sah. Peserta
Pembiayaan Usaha Syariah telah menyetujui adanya Hawalah,
karena Hawalah yang terjadi sangat membantu dan meringankan
para peserta Pembiayaan Usaha Syariah dalam melakukan
pembiayaan. Sehingga tidak ada paksaan kepada pihak pertama,
melainkan keringanan bagi pihak pertama.

b. Syarat kepada pihak kedua ialah :

c) Cakap melakukan tindakan hukum yaitu baligh dan berakal. PT.
BPRS yang merupakan sebuah lembaga, sehingga rekruitment
pegawai sangatlah teliti yang menutup kemungkinan adanya
pegawai yang tidak cakap hukum.

d) Disyaratkan ada persetujuan dari pihak kedua terhadap pihak
pertama yang melakukan hawalah (Madzhab Hanafi sebagian besar

Madzhab Maliki dan Syafi’i). *° PT. BPRS telah menyetujui

119 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi ..., h.223
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adanya hawalah. Meskipun hawalah yang dimaksud bukanlah
hawalah secara penuh, akan tetapi hanya biaya margin,

administrasi dan asuransi saja.

c. Syarat bagi pihak ketiga ialah :

d)

f)

Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, sebagai
syarat bagi pihak pertama dan kedua. BAZNAS Kota Mojokerto
merupakan lembaga sosial yang setiap programnya sesuai dengan
syariat Islam. Sehingga pihak BAZNAS Kota Mojokerto dapat
dikatakan cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad.
Disyaratkan ada pernyataan persetujuan dari pihak ketiga
(Madzhab Hanafi). Sedangkan Madzhab lainnya (Maliki, Syafi’i
dan Hambali) tidak mensyaratkan hal ini. Sebab dalam akad
hawalah pihak ketiga dipandang sebagai objek akad. Dengan
demikian persetujuannya tidak merupakan syarat sah hawalah.
Namun, dalam hal ini, BAZNAS Kota Mojokerto menyatakan
kesediaannya membayar hutang peserta Pembiayaan Usaha Syariah
berupa margin, administrasi, dan asuransi kepada PT. BPRS Kota
Mojokerto yang tertuang dalam Kontrak Perjanjian Kerjasama
antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota
Mojokerto.

Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani

menambahkan, bahwa kabul tersebut dilakukan dengan sempurna
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oleh pihak ketiga di dalam suatu majlis akad. Kabul telah tertuang
dalam bentuk Kontrak Perjanjian Kerjasmaa secara tertulis.
d. Syarat yang diperlukan terhadap hutang yang dialihkan, ialah :

d) Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk
hutang piutang yang sudah pasti. Hutang dalam Pembiayaan Usaha
Syariah ini merupakan hutang pinjaman modal kepada pelaku
UKM dan IKM untuk mengembangkan usahanya. Pinjaman yang
dialihkan hanya berupa biayan margin, administrasi dan juga
asuransi, sedangkan untuk pinjaman pokok ditanggung oleh peserta
Pembiayaan Usaha Syariah sendiri. Sehingga sesuatu yang
dialihkan ini sudah jelas dan pasti.

e) Apabila pengalihan itu dalam bentuk hawalah al-muthlagah
(Madzhab Hanafi), maka kedua hutang tersebut tidak mesti sama,
baik jumlah maupun kualitasnya. ** Pengalihan hutang dalam
perjanjian ini dalam bentuk hawalah al-muthlagah sehingga jumlah
yang diberikan tidak sepenuhnya. Hanya biaya margin,
administrasi, dan asuransi saja, sedangkan biaya pokok ditanggung
oleh peserta Pembiayaan Usaha Syariah sendiri.

Secara tertulis fatwa DSN tentang hawalah al-muthlagah tidak
ada, yang ada hanyalah hawalah bil ujrah yang hanya berlaku bagi jenis
hawéalah al-muthlagah. Adapun menurut Fatwa DSN MUI No:58/DSN-

MUI/V/2007 Tentang hawalah bil ujrah. Pertama, dalam hawélah al-

120 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi ..., h. 222-224
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muthlagah, muhal ‘alaih boleh menerima ujrah/fee atas kesediaan dan
komitmennya untuk membayar utang muhil. Ujrah/fee yang diterima oleh
BAZNAS Kota Mojokerto selaku muhal ‘alaihi adalah berupa keuntungan
sosial, yang mana apabila peserta Pembiayaan Usaha Syariah selaku mubhil
telah sukses mengembangkan usahanya, maka peserta Pembiayaan Usaha
Syariah secara otomatis akan menjadi muzakki pada BAZNAS Kota
Mojokerto. Sehingga daftar muzakki di BAZNAS Kota Mojokerto dengan

sendirinya akan bertambah.

Kedua, besarnya fee tersebut harus ditetapkan pada saat akad
secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak. Karena
keuntungan yang diperoleh BAZNAS Kota Mojokerto bukanlah

keuntungan secara materil, maka besaran fee tidak disebutkan dalam akad.

Ketiga, pernyataan ijab dan gabul harus dinyatakan oleh para pihak
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
ljab gabul antara muhil dengan muhal ‘alaihi hanya dinyatakan dalam

bentuk ucapan, dan tertulis dalam bentuk Kontrak Perjanjian Kerjasama.

Keempat, akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi,
atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Akad yang terjadi dalam
pembiayaan ini bukanlah akad antara muhil dengan muhal ‘alaihi,
melainkan muhal dengan muhil dengan akad murébahah. Serta akad
kerjasama antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota

Mojokerto secara tertulis dalam bentuk kontrak Perjanjian Kerjasama.
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Sedangkan untuk muhil dengan muhal ‘alaih tidak terdapat akad secara

tertulis.

Kelima, hawalah harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para
pihak yang terkait. Perjanjian Kerjasama ini dilandasi dengan rasa tolong
menolong antar sesama manusia. Sebagai lembaga sosial yang bergerak
dibidang pengelolaan zakat, infag dan shodagah ini, pihak BAZNAS Kota
Mojokerto memberikan saluran dana infag dan shodagah terhadap
masyarakat Kota Mojokerto dengan tujuan untuk mengentaskan
kemiskinan dan mensejahterakan warga Kota Mojokerto. Sehingga
BAZNAS Kota Mojokerto tidak merasa terbebani dengan melakukan

hawalah terhadap peserta Pembiayaan Usaha Syariah.

Sedangkan PT. BPRS Kota Mojokerto yang merupakan lembaga
keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan, dengan suka rela
memberikan pinjaman kepada peserta Pembiayaan Usaha Syariah asalkan
ada rasa saling percaya antar kedua belah pihak. Serta Peserta Pembiayaan
Usaha Syariah dengan suka rela menerima Hawalah dari BAZNAS Kota
Mojokerto. Karena dengan adanya program ini masyarakat Kota
Mojokerto merasa terbantu dan sangat meringankan. Mereka hanya
mengembalikan biaya pokok tanpa disertai dengan biaya margin,

administrasi, dan asuransi.
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Keenam, kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan
dalam akad secara tegas. Telah tertuang dalam Kontrak Perjanjian Syariah

tentang kedudukan dan kewajiban para pihak.

Ketujuh, Jika transaksi hawalah telah dilakukan, hak penagihan
muhal berpindah kepada muhal ‘alaih. Pihak PT. BPRS Kota Mojokerto
setiap satu bulan sekali memberikan klaim biaya margin, administrasi, dan
asuransi kepada BAZNAS Kota Mojokerto. Sehingga BAZNAS Kota
Mojokerto wajib memberikan klaim pembayaran tersebut kepada PT.
BPRS Kota Mojokerto. Dan secara otomatis, pembayaran margin,
administrasi dan asuransi peserta Pembiayaan Usaha Syariah telah

berpindah kepada BAZNAS Kota Mojokerto.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Perjanjian
Kerjasama antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota

Mojokerto telah sesuai dengan Akad Ju 'aldh dan Hawalah al-Muthlagah.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari beberapa penjelasan di atas terkait dengan Pembiayaan Usaha

Syariah maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Dalam Pembiayaan Usaha Syariah, terdapat beberapa asas yang
menjadi landasan perjanjian. Asas-asas perjanjian tersebut meliputi :
Asas Itikad Baik, Asas Saling Percaya, Asas Sederajat, dan Asas
Saling Menguntungkan. Keempat asas tersebut memberikan kontribusi
yang berbeda pada Perjanjian Kerjasama antara Badan Amil Zakat
Nasional Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto dalam

Program Pembiayaan Usaha Syariah.
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2. Pembiayaan Usaha Syariah hanya diberikan kepada calon peserta
Pembiayaan Usaha Syariah harus memenuhi Kkriteria yang telah
ditentukan. Mekanisme pengajuan Pembiayaan Usaha Syariah meliputi
Peserta mengajukan berkas kepada BAZNAS Kota Mojokerto,
BAZNAS menyerahkan kepada Disperindag Kota Mojokerto,
Disperindag memeriksa berkas dan setelah itu diberikan durat
rekomendasi kepada PT. BPRS Kota Mojokerto, PT BPRS mencairkan
dana, dan BAZNAS Kota Mojokerto menanggung biaya margin,
administrasi, dan asuransi.

3. Akad perjanjian antara Badan Amil Zakat Kota Mojokerto dengan PT.
BPRS Kota Mojokerto dalam Pembiayaan Usaha Syariah hanya
berupa ucapan dan tidak dituliskan dalam Kontrak Perjanjian
Kerjasama. Hal ini didasarkan pada kedua akad yang dianggap sesuai
yaitu akad ju'alah, dan hawélah al-muthlagah. Dari hasil analisis
peneliti bahwasanya perjanjian kerjasama ini telah sesuai dengan
kedua akad tersebut dan Fatwa DSN-MUI.

Adapun dari Perjanjian Kerjasama yang dibuat haruslah
memenuhi syarat ketentuan dalam pembuatan kontrak syariah. Secara
garis besar, Perjanjian Kerjasama yang dibuat telah memenuhi syarat
ketentuan syariah, hanya saja ada beberapa bagian yang masih belum
sesuai dengan syarat penyususnan kontrak syariah, terlebih pada

bagian judul dan juga penutup. Karena bagian judul sebagai identitas,
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sehingga judul dengan isi kontrak harus berhubungan secara korelatif

dan relevan.

B. Saran

1. Bagi pihak BAZNAS dan PT. BPRS Kota Mojokerto, dalam membuat
kontrak perjanjian kerjasama haruslah sesuai dengan kerjasama yang
dilakukan. Karena kerjasama ini merupakan kerjasama syariah maka
penyusunan kontrak Perjanjian Kerjasama haruslah sesuai dengan
penyusunan kontrak perjanjian syariah.

2. Seharusnya setiap perjanjian kerjasama memiliki akad yang jelas,
terlebih pada perjanjian yang berbasis syariah maka harus ada akad

yang menyertai secara tertulis.
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AN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Boaid - Indoniesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiglal Kamar 12 laman Wijuya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Velp (UZ1) 3850932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 62/DSN-MUI/XII/2007

Tentang
AKAD JU’ALAH

i

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

Menimbang

Mengingat

a. bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa, baik dalam sektor keuangan,

bisnis maupun sektor lainnya, yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah
pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya (reward/"iwadh/ju’l)
bergantung pada pencapaian hasil (natijah) yang telah ditentukan;

. bahwa agar pelaksanaan pelayanan jasa di atas sesuai dengan prinsip

syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan
fatwa tentang akad Ju’alah sebagai dasar transaksi untuk dijadikan
pedoman.

. Firman Allah SWT tentang prinsip-prinsip bermu’amalah, baik yang harus

dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:
5K B0 Yy Y g (K el S Py A SR VAR Q)
(O sl 250 G oK B O o7 23T el P

“Hai orang yang beriman! Ttunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.

(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika

kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan

hukum ut yang dikehendaki-Nya.” (QS. al-Maidah [5]: 1)

ke B o 03 e gy Gl ) wulin Sy of (b o
(oA teldly Vsl Gl O 30 3 ey 28Caa) s B0 Dy J2L

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan
hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya
Allah  memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat *
(QS. al-Nisa [4]: 58)

Dewan Syariah Nasional MUI
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Akad Ju'alah 2

(Vv Ay LN a5y A e
“...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
(QS. al-Bagqarah [2]: 275)

5 s 0,55 U Y Joid 1z il it § ek«
(V4 sebedy Vsl 15 08 4 &y el il ) n5

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian kan (mengambil)
harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang
dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu

bunuh dirimu; gguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.” (QS. al-Nisa’ [4] : 29)

2. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam
perbuatan positif, antara lain :

S A oy il ol YT L W Y Wl T B e

(¥ Wy
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat
siksa-Nya” (QS. al-Maidah [5]: 2)

. Firman Allah tentang Ju'alah:

w

(VY i) 5 4 Uy it S 4 o Ly D 1l B G
Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja; dan siapa

yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan
(seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya” (QS. Yusuf: 72).

4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip
bermu’amalah, antara lain:

. siie o Bl ges Ny s | o e Zal o3 0 6] 0.
gﬁ_vfgjiafw—d‘c')«\fﬂ'g,f‘;-;le;r{--ﬂo’c}w Q
(ke oty el 0% 3 A0 st 1 0 % iy et
“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di
dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat;
dan Allah ti long hamba-Nya sel. ia (suka)
menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).
o Aalyy e BT s n Yy by BBl (v

(R

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat
kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

Dewan Syariah Nasional MUI
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Akad Ju'alah 3
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“Setiap lan itu hanyalah terg g pada niatnya. Dan

seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang
diniatkannya.” (HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khattab)

5. Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa’id al-Khudri:
L i A e L el b i o) (o G o
1 w4l i A G 0K B S s o s e i
2 Ul s e o U Y (IR X
u.aun,x.,..:@,&..y,u,,rjrstg\,sm?‘,,uf\,,‘x‘.suy
s 156 3 iy B 91',21" ;g F3 (o ot (e B3 301 i
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: . ’ Vi N5 Loy o
(S o)) i (3t pely Byl 4, &
“Sekelompok sahabat Nabi SAW melintasi salah satu kampung orang
Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan mak kepad.
mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu
bertanya kepada para sahabat: 'Apakah kalian mempunyai obat, atau
adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?’ Para sahabat yjawab:
"Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian
beri imbalan kepada kami.’ Kemudian para penduduk berjanji akan
berikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat bacakan surat
al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke
kepala kampung tersebut; ia pun buh. Mereka kemudian menyerahkan
kambing. Para sahabat berkata, 'Kita tidak boleh mengambil kambing ini
sampai kita bertanya kepada Nabi SAW.' Selanjutnya mereka bertanya
kepada beliau. Beliau tertawa dan bersabda, 'Lho, kalian kok tahu bahwa
surat al-Fatihah adalah rugyah! Ambillah kambing tersebut dan berilah
saya bagian." (HR. Bukhari).
6. Kaidah figh yang menegaskan:

i o (5 055 5 3y iyl 30 4 St

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan k li ada
dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan  : 1. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, VII/323 :
59 55 Syne & 5 i D ek s i e i O L
2 hd 3 55 L) ) s Ry G Sy Ak Yy s S iy

“Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya ju'alah; sebab pekerjaan
(untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa

oy
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Akad Ju'alah 4

pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan
hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan
akad jjarah (sewa/pengupahan) padahal (orang/pemiliknya) perlu agar
kedua barang yang hilang tersebut kembali, sementara itu, ia tidak
menemukan orang yang mau membantu mengembalikannya secara suka
rela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong
agar akad ju ‘alah untuk keperluan seperti itu dibolehkan sekalipun (bentuk
dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidak jelas.”

. Pendapat Imam al-Nawawi dalam al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab,
XV/449 :

T T O Y R e S BV 4 5 Ty, ek, TV
Mfﬂ:)_,wﬁg:uz}‘péng)hﬁ‘:p)’sr‘ﬁ[}#) n?.llan‘.\a.sJ'_,an;
“Boleh melakukan akad Ju’alah, yaitu komitmen (seseorang) untuk

memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu
yang sulit diketahui.”

3. Pendapat para ulama dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri 11/24 :
il 20 oy L Sy gy e 7l (S 7 Sl it
oL of Sesr ese o of as L. T sete. 4. .4
.ff;,fwgﬂm,ugwk@;upu,fgﬁm
“Ju'alah boleh dilakukan oleh dua pihak, pihak ja'il (pihak pertama yang

1 1 2

meny. ikan imbalan atas suatu pekerjaan) dan

pihak maj’ul lah (pihak kedua yang bersedia melakukan pekerjaan yang
diperlukan pihak pertama)..., (Ju’alah) adalah komitmen orang yang cakap
hukum untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau
tidak tertentu kepada orang tertentu atau tidak tertentu.”

4. Pendapat Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional MUI pada Kamis, 26 Zul
Qa’dah 1428 H/06 Desember 2007 M.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD JU’ALAH
Pertama : Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Ju'alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan
(reward/"iwadh//ju’l) tertentu atas p paian hasil (natijah) yang
ditentukan dari suatu pekerjaan.

. Ja'il adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas
pencapaian hasil pekerjaan (natijah) yang ditentukan.

3. Maj'ul lah adalah pihak yang melaksanakan Ju’alah.

Ketentuan Akad

Akad Ju’alah boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa
sebagaimana dimaksud dalam konsideran di atas dengan ketentuan sebagai
berikut:

Dewan Syariah Nasional MUI
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Akad Ju’alah 5

- Pihak Ja'il harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (muthlag
al-tasharruf) untuk melakukan akad;
. Objek Ju'alah (mahal al-‘agd/maj ul ‘alaih) harus berupa pekerjaan yang
tidak dilarang oleh syari’ah;
- Hasil pekerjaan (natijah) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui
oleh para pihak pada saat penawaran;
- Imbalan Ju'alah (reward/’iwadh//ju’l) harus ditentukan besarannya olch
Ja’il dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan
. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan
objek Ju’alah);
Ketentuan Hukum
1. Imbalan Ju’alah hanya berhak diterima oleh pihak maj’ul lahu apabila
hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi;
- Pihak Ja’il harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak
maj 'ul lah menyelesaikan (m hi) prestasi (hasil pekerjaan/natijah)
yang ditawarkan.

Keempat *: Ketentuan Penutup

1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak
tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan
melalui Badan Arbitrase Syari’ah Nasional atau melalui Pengadilan
Agama

- Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 26 Zul Qa’dah 1428 H
06 Desember 2007 M

DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Dewan Syariah Nasional MUI
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiglal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 58/DSN-MUI/V/2007

Tentang
HAWALAH BIL UJRAH

s

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN_MUI) setelah:

Menimbang : a. bahwa fatwa DSN No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah
belum mengatur hawalah muthlagah dan ketentuan ujrah/fee
dalam hawalah;

b. bahwa akad Hawalah bil ujrah diperlukan oleh lembaga
keuangan syariah (LKS) guna memenuhi kebutuhan objektif
dalam rangka memberikan pelayanan terhadap nasabah;

c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah,

DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Hawalah
bil Ujrah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t.; antara lain:
a. QS. al-Ma’idah [5]: 1:
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“Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

b. QS.al-Baqarah [2]: 282:
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“Hai orang yang beriman! Apabila kamu bermu'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara
kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,
maka hendaklah ia lis, dan hendaklah orang yang
berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah
ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya....”

2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain:
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Memperhatikan

a. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud,
dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:
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“Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh
orang dalah suatu kezali Maka, jika seseorang
di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya

(dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah”
(HR. Bukhari).

b. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari
‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:
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“Shulh (penyelesai lalui musyawarah untuk
mufakat) boleh dilakukan dx antara kaum muslimin kecuali
shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram.”

c. Hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dan al-Baihaqi dari Ibnu
Umar, Nabi s.a.w. bersabda:
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“Siapa saja yang dialihkan hak-nya pada yang mampu maka
dia harus menerima pengalihan itu.”

d. Hadis Nabi riwayat Imam Baihaqi dari Abu Hurairah serta
‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri,
Nabi s.a.w. bersabda:
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“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah
upahnya.”

2. Ijma’. Para ulama sepakat atas kebolehan akad hawalah.
. Kaidah Fikih:
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“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
053 5
“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

Pendapat para ulama, antara lain Mushthafa ‘Abdullah al-
Hamsyari sebagaimana dikutip oleh Syaikh ‘Athiyah Shagqr,
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dalam kitab Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam, jilid 5,
hal. 542-543:
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“Letter of Credit (L/C) yang berisi ketetapan bahwa bank berjanji
kepada eksportir untuk membayar hak-haknya (eksportir) atas
importir adalah boleh. Upah yang diterima oleh bank sebagai
imbalan atas penerbitan L/C adalah boleh. Hukum “boleh” ini
oleh Muhsthafa al-Hamsyari didasarkan pada karakteristik
muamalah L/C tersebut yang berkisar pada akad wakalah,
hawalah dan dhaman (kafalah). Wakalah dengan imbalan (fee)
tidak haram; demikian juga (tidak haram) hawalah dengan
imbalan.

Adapun dhaman (kafalah) dengan imbalan oleh Musthafa al-
Hamsyari disandarkan pada imbalan atas jasa jah (dignity,
kewibawaan) yang menurut mazhab Syafi’i, hukumnya boleh
(jawaz) walaupun menurut beberapa pendapat yang lain
hukumnya haram atau makruh. Musthafa al-Hamsyari juga
menyandarkan dh (kafalah) dengan imbalan pada ju’alah
yang dibolehkan oleh madzhab Syafi’i.

Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari juga berpendapat tentang bank
garansi dan berbagai jenisnya. Bank garansi adalah dokumen
yang diberikan oleh bank --atas permohonan nasabahnya-- yang
berisi jaminan bank bahwa bank akan memenuhi kewajiban-
kewajiban nasabahnya terhadap rekanan nasabah. Musthafa
menyatakan bahwa bank garansi hukumnya boleh. Bank garansi
tersebut oleh Musthafa disejajarkan dengan wakalah atau kafalah;
dan kedua akad ini hukumnya boleh. Demikian juga pengambilan
imbalan (fee) atas kedua akad itu tidak diharamkan.
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Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Rabu, 13
Jumadil Awal 1428 H. / 30 Mei 2007.

MEMUTUSKAN
FATWA TENTANG HAWALAH BIL UJRAH

Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan

a. Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain,
terdiri atas hawalah mugayyadah dan hawalah muthlagah.

b. Hawalah muqayyadah adalah hawalah di mana muhil adalah
orang yang berutang kepada muhal sekaligus berpiutang kepada
muhal ’alaih sebagaimana dimaksud dalam Fatwa No.12/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Hawalah.

c. Hawalah hlagah adalah h lah di mana muhil adalah orang
yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal ’alaih;

d. Hawalah bil ujrah adalah h lah dengan peng ujrah/fee;

Ketentuan Akad

1. Hawalah bil ujrah hanya berlaku pada hawalah muthlagah.

2. Dalam hawalah muthlagah, muhal ’alaih boleh menerima
ujrah/fee atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar
utang muhil.

3. Besarnya fee tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara
jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.

4. Pernyataan ijab dan gabul harus dinyatakan oleh para pihak
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan
kontrak (akad).

5. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau
menggunakan cara-cara komunikasi modern;

6. Hawalah harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak
yang terkait.

7. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam
akad secara tegas.

8. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, hak penagihan muhal
berpindah kepada muhal ‘alaih.

9. LKS yang melakukan akad Hawalah bil Ujrah boleh
memberikan sebagian fee hawalah kepada shahibul mal.

Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan - melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan
Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.
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Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Jumadil Awal 1428 H
30 Mei 2007 M

DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAIJELIS ULAMA INDONESIA
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BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional
Kota Mojokerto

SURAT KETERANGAN
Nomor : 85;{ .01/BAZNASKOTA.MR /111/2016
Assalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh
~Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Mojokerto, Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khoirotun Aini

NIM : 12220008

Fak/Jurusan : Syariah / Hukum Bisnis Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk melaksanakan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
Mojokerto untuk keperluan Penyusunan Skripsi dengan Judul “Asas dan bentuk
kerjasama Badan Amil Zakat Nasional dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Tinjauan Hukum Islam ( Studi Di BAZNAS Kota Mojokerto )”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Mojokerto, 14 Maret 2016

_——Badan Amil Zakat Nasional
/"' Kéta Mojokerto
/¥ A\

Alamat Kantor :
JI. Gajah Mada No.115-A Kota Mojokerto Telp. 0321-399424
Email : baznaskota.mojokerto@baznas.go.id




131
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UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A” SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XVUSIVIV2013 (Al Abwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi *B* SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIVIS1/VIIl2011 (Hukum Bisnis Syariah)
JI. Gajdyana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 553399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI
Nama : Khoirotun Aini
NIM : 11220008
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
Judul Skripsi : Asas Dan Bentuk Kerjasama Badan Amil Zakat

Nasional Dengan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Tinjauan Fatwa DSN-MUI (Studi Di

Baznas Kota Mojokerto).
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Malang, 07 Juni 2016

pRan Fakultas Syariah
san Hukum Bisnis Syariah
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Pertanyaan

Bagaimana alur pembiayaan yang dilakukan antara BAZNAS dengan PT.
BPRS Kota Mojokerto dalam Pembiayaan Usaha Syariah?

Apa saja hambatan yang dihadapi?

Apa saja kekurangan dan kelemahan dari program Pembiayaan Usaha
Syariah ini?

Apa saja kelebihan dari program Pembiayaan Usaha syariah ini?

Apakah yang dimaksud dari asas itikad baik, asas saling percaya, asas
sederajat dan asas saling menguntungkan yang ada pada landasan
kerjasama?

Apakah selain asas yang ada dalam landasan kerjasama, ada asas lain yang
bisa dijadikan landasan dalam kerjasama?

Apakah perjanjian kerjasama ini termasuk dalam syirkah?

Apa perbedaan antara Pembiayaan Usaha Syariah biasa dengan
Pembiayaan Usaha Syariah unggulan?

Ada berapa akad yang ada dalam Pembiayaan Usaha Syariah?

Apakah ada akad dalam kerjasama yang dilakukan oleh BAZNAS Kota
Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto?

Apa dasar yang mengatakan bahwa kerjasama tersebut memakai akad
Dhaman, Hawalah Mutlagah, dan Ju’alah?

Bagaimana kedudukan para pihak, apabila menggunakan ketiga akad

tersebut?
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Menurut bapak dari ketiga akad tersebut, akad manakah yang paling sesuai
dengan kerjasama tersebut?
Apakah ada takzir/sanksi bagi peserta Pembiyaan Usaha Syariah yang

mengalami kredit macet?

Apakah perjanjian ini termasuk perjanjian syariah ataukah perjanjian
biasa?
Mengapa dalam judul kontrak kerjasama ini tidak terdapat kata Bismilah ?

Dalam penyelesaian sengketa yang ada di dalam isi perjanjian kerjasama,
mengapa dilakukan di Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama?
Bagaimana jika salah satu dari kedua belah pihak ada yang melanggar
perjanjian, apakah dikenakan sanksi bagi pihak yang melakukan
pelanggaran?

Apakah yang dimaksud dengan biaya asuransi yang ada dalam perjanjian
kerjasama?

Ketika tidak terjadi resiko, apakah biaya asuransi akan diberikan ?
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